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WALIKOTA KOTAMOBAGU

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

s a

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KOTAMOBAGU,

bahwa keuangan desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien,
ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi
masyarakat;

. bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyusunan anggaran

pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran pendapatan
dan belanja desa, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja
desa, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja
desa kepada desa perlu menetapkan pedoman penyusunan
anggaran pendapatan dan belanja desa dengan Peraturan
Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa ;

. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan

Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4680);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58) Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEDOMAN

PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA.

BAB I
# KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

Daerah adalah Kota Kotamobagu.

Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala daerah adalah Walikota Kotamobagu.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum vang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa rmasyarakat, hak asal usul, dan/hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh
masyarakat melalui pemilihan kepala desa

Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari
Sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur wilayah.

Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang mengepalai Sekretariat
Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
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16.
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19.
20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.

28.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
RPJMDesa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah
penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Pendapatan desa adalah semua penerimaan vang melalui rekening desa yang
merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar
kembali oleh desa.

Pendapatan transfer adalah pendapatan vang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja provinsi, dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarzicat.

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disinglkat ADD adalah dana perimbangan
yang diterima kabupaten dalam anggara:n pendapatan dan belanja daerah
kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa.

Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan /atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Rekening kas desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa
yang menampung seluruh pendapatan desa dan digunakan untuk membayar
seluruh belanja desa pada bank yang ditetapkan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, adalah selisih
lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode
anggaran. :

Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan
belanja desa. !

Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan
belanja desa.

Pelaksana kegiatan adalah unsur perangkat desa dari sekretariat desa dan
pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan di
bidangnya.

Rencana anggaran biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan
rencana biaya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam
APBDesa.

Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari unsur staf
sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari unsur
lain untuk menatausahakan keuangan desa.

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja kepala desa
dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun
Tetangga di wilayah kerjanya.
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29. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk
melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan
pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.

30. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha
yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki Desa melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat Desa.

31. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masvarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia. kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan dampak psikologis.

Pasal 2

APBDesa berfungsi sebagai otorisasi, peréncanaan, pengawasan, alokasi, distribusi,
dan stabilisasi.

Pasal 3

(1) APBDesa dikelola berdasarkan asas-asas (ransparan, akuntabel, partisipatif
serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) APBDesa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal
1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAN
KETENTUAN PENGGUNAAN BELANJA APBDESA

Bagian Kesatu
Sumber-Sumber Pendapatan APBDesa
Pasal 4
Pendapatan Desa bersumber dari:
pendapatan asli Desa;
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
daerah;
e. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan
anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

poop

Pasal 5
(1) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
hasil usaha;
hasil aset desa;
swadaya dan partisipasi;
gotong royong; dan
lain-lain pendapatan asli desa.
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(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

(3)

(1)

Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a, dapat bersumber dari
bagi hasil laba BUMDesa.
Hasil aset desa sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b, dapat bersumber
dari:
a. tanah Desa, terdiri dari:
1. tanah kas desa;
2. tanah bengkok/lungguh; dan
3. tanah pengarem-arem.
b. pasar Desa;
C. pasar Hewan;
d. bangunan Desa, antara lain:
1. kios desa;
2. gedung pertemuan desa;
3. gedung olah raga desa; dan
4. bangunan milik desa lainnya.
hutan milik desa;
mata air milik desa;
pemandian umum;
. obyek rekreasi desa;
lapangan desd; dan
aset lain milik desa. .
Swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ adalah
membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat
dalam bentuk uang dan atau barang yang dinilai dengan uang.
Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah membangun
dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masvarakat dalam bentuk
Jjasa yang dinilai dengan uang,
Lain-lain pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
terdiri dari:
a. pungutan desa;
b. hasil penjualan kekayaan desa selain tanah desa yang dipisahkan;
¢. hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan; dan
d. bunga simpanan uang di bank.
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Pasal 6
Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan
anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf
g antara lain:
a. pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga; dan
b. bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
Bagian Kedua
Ketentuan Penggunaan Belanja APBDesa

Pasal 7
BelanjaDesa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
a. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa
digunakan untuk:
1. penghasilan tetap dan tunjangan kcpala Desa dan perangkat Desa;



(2)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

2. operasional Pemerintah Desa;
3. tunjangan dan operasional BPD: dan
4. insentif RT dan RW.
b. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa
digunakan untuk mendanai:

: penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
:. pelaksanaan pembangunan Desa:
3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

4. pemberdayaan masyarakat Desa.
Belanja desa untuk operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a angka 2 merupakan belanis untuk menunjarg penyelenggaraan
operasional perkantoran pemerintah desa.

Belanja desa untuk operasional Pemerintatiin Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk uang operasional Kepala Desa dan
Perangkat Desa.

Belanja desa untuk operasional BPD sebagainiana dimaksud pada ayat (1) huruf a

angka 3 merupakan belanja untuk menunjang penyelenggaraan operasional
perkantoran dan biaya sidang BPD.
Belanja desa untuk insentif RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 4 adalah bantuan uang untux operasional lembaga RT dan/atau
RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan,
perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan
masyarakat desa.

Pasal 8
Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditambahkan
penggunaannya antara lain untuk:
a. penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
C. tunjangan penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
d. penghasilan dan tunjangan staf pemerintah desa.
Belanja desa untuk penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan
tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b masuk dalam belanja
penyelenggaraan pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
huruf b angka 1.
Belanja desa untuk tunjangan penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dan
penghasilan dan tunjangan staf pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ dan huruf d masuk dalam belanja desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
Belanja desa untuk penghasilan tambahan kepala desa dan perangkat desa
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a bersumber dari tanah bengkok/lungguh.
Belanja desa untuk tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat
Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b bersumber dari tanah pengarem-
arem.

Pasal 9
Persentase belanja desa untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 1 adalah selain untuk belanja
desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a setelah
dikurangi dengan pendapatan asli desa berupa swadaya dan partisipasi, gotong



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(1)

(2)

royong, tanah bengkok/lungguh, tanah pengarem-arem dan hasil pelepasan tanah
desa.

(3) Bantuan keuangan yang bersumber dari ange-ran pendapatan dan belanja daerah
provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang bersifat khusus
tidak digunakan untuk belanja APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) huruf a.

BAB III
STRUKTUR APBDESA

Bagian Kesatu
- Umum
Pasal 10

APBDesa merupakan satu kesatuan terdiri dari:

a.
b.
e

pendapatan desa;
belanja desa; dan
pembiayaan desa.

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan
menurut kelompok, jenis, rincian dan obyek pendapatan.

Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan
menurut kelompok, kegiatan, jenis, dan rincian belanja.

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan
menurut kelompok dan jenis.

Pasal 11

Setiap bagian struktur APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
mempunyai kode rekening.

Kode rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pendapatan Desa
Pasal 12

Pendapatan desa terdiri dari kelompok:
a. pendapatan asli desa;

b.
£

pendapatan transfer; dan
pendapatan lain-lain.

Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis:
a. hasil usaha;

b.
C.
d.

hasil aset desa;
swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
lain-lain pendapatan asli desa.

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b terdiri dari
jenis: -

a.

dana desa;

b. bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah:
¢
d. bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

ADD;

dan
bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari
jenis:

a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga vang tidak mengikat; dan

b. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Bagian Ketiga
Belanja Desa
‘ Pasal 13

Belanja desa terdiri dari kelompok:
a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. pelaksanaan pembangunan desa;
c. pembinaan kemasyarakatan desa;
d. pemberdayaan masyarakat desa; dan
e. tidak terduga.
Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan
huruf d dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah
dituangkan dalam RKPDesa.
Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam jenis belanja
terdiri dari:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa; dan/atau
¢. belanja modal.
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ‘huruf e menjadi
kelompok belanja sendiri.
Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari obyek dan
rincian belanja.

Pasal 14

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a terdiri dari
jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain:
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(1)

penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
penghasilan staf Pemerintah Desa;

penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;

tunjangan penjabat Kepala Desa dan perangkat Desa;
tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan perangkat Desa;
tunjangan anggota BPD,;

tunjangan pengelola aset dan keuangan desa;

insentif rukun tetangga/rukun warga;

uang sidang BPD; dan

honorarium kegiatan.

Pasal 15
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b
terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran, antara lain:
. bahan;
jasa kantor;
pemeliharaan;
cetak dan penggandaan;
sewa alat berat;
sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
makanan dan minuman;
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(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(1)

h. pakaian dinas;

i. perjalanan dinas;

j. bahan bakar minyak;

k. upah tenaga kerja;

l. honorarium narasumber/ahli,

m. pemberian barang kepada masyarakat/kelompok masyarakat;

n. pemberian barang uang kepada masyarakat/kelompok masyarakat; dan

0. pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkoraan tanah kas
desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf m dilakukan untuk menunjang pelaksanaan
kegiatan.

Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diberikan dalam
bentuk uang penghargaan, beasiswa, uang operasional dan santunan.

Pemberian uang penghargaan dan/atau uang operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat diberikan antara lain kepada: a. lembaga pendidikan tingkat
desa;

lembaga kesehatan tingkat desa;

lembaga ekonomi tingkat desa;

lembaga sosial dan budaya tingkat desa;

lembaga keagamaan tingkat desa; dan

lembaga kemasyarakatan desa.
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Pemberian uang beasiswa dan/atau santuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dapat diberikan antara lain kepada:

a. siswa berprestasi;

b. masyarakat berprestasi;

c. masyarakat miskin; dan

d. masyarakat atau orang terlantar.

Pasal 16
Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam asal 13 ayat (3) huruf ¢, digunakan
untuk belanja dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan
yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
Belanja modal sebagaimana dimaksud pada avat (1) terdiri dari jernis belanja yang
dianggarkan untuk pengeluaran antara lain:
belanja modal tanah;
belanja modal sarana dan prasarana perkantoran,
belanja modal sarana dan prasarana transportasi;
belanja modal pembangunan sarana dan prasarana produksi;
belanja modal pembangunan sarana dan prasarana perekonomian;
belanja modal pembangunan sarana dan prasarana sosial dan atau
keagamaan;
belanja modal sarana dan prasarana pendidikan; dan
belanja modal sarana dan prasarana kesehatan.

oo o
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Pasal 17

Pemerintah Desa dalam keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa dapat
melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
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Keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang

dan/ atau keperluan mendesak.

Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/ atau

keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria

sebagai berikut:

a. kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam APBDesa tahun berjalan; dan

b. keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) antara lain:

a. bencana; dan

b. kerusakan sarana dan prasarana.

Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tdai diharapkan berulang dan/ atau

keperluan mendesak sebagaimana  dimaksud pada ayat (3) dianggarkan

dalam belanja tidak terduga.

Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
ditetapkan oleh Walikota.
Bagian Keemp::
Pembiayaan Desa
Pasal 18

Pembiayaan desa terdiri dari kelompok:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis:

a. SiLPA tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan; dan

¢. hasil kekayaan desa yang dipisahkan.

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis:

a. pembentukan dana cadangan; dan

b. penyertaan modal desa.

Pasal 19
SiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, antara lain:
a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
b. penghematan belanja; dan
c. sisa dana kegiatan lanjutan
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf
b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana
cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.
Hasil kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (2) huruf c antara lain digunakan untuk penyertaan modal BUMDesa.

Pasal 20
Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a untuk
mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya
dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
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Penganggaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diperbolehkan melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 avat (3} huruf b
digunakan untuk menganggarkan kekayzan pemerintahan desa yang
diinvestasikan pada BUMDes.

BAB [V
PENYUSUNAN APBDESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21
Pemerintah Desa menyusun APBDesa dengan berpedoman pada RPJMDesa dan
RKPDesa.
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1] disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan kemampuan keuangan desa.
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat | 1) setiap tahun ditetapkan dengan
Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Pembahasan

Pasal 22
Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan
Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
kepada Kepala Desa.
Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada
BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
Rancangan APBDesa disepakati bersama oleh Kepala desa dan BPD paling lambat
bulan Oktober tahun sebelumnya.

Bagian Ketiga
Evaluasi dan Penetapan
Pasal 23

Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang
telah disepakati bersama kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak
disepakati bersama untuk dilakukan evaluasi.
Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak
diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala desa menetapkan rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa ten tang
APBDesa tidak sesuai dengan kepéntingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama
7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
Penetapan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat
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Pasal 24
Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuii oleh Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Kepalc Desa tetap menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan
usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Walikota.
Berdasarkan usulan pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Walikota membatalkar Peraturan Desa tentang APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu
APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
Pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan Waliketa.
Dalam hal Peraturan Desa dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional
penyelenggaraan pemerintahan desa.
Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan
selanjutnya Kepala Desa dan BPD mencabut Peraturan Desa.

Pasal 25 '

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa
paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
Pasal 26
Bentuk dan format rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PELAKSANAAN APBDESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

(1) APBDesa dilaksanakan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali.
(2) Pelaksanaan APBDesa dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pendapatan Desa
Pasal 28
(1) Setiap pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa.
(2) Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
(3) Setiap pendapatan diadministrasi sesuai dengan kode
rekening pendapatan.
(4) Setiap pendapatan dimasukkan di rekening kas desa  atas nama Pemerintah
Desa.
Pasal 29
(1) Kepala Desa wajib mengintensifkan pendapatan yang menjadi wewenang dan
tanggung jawabnya.
(2) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan
dalam peraturan desa. =
Pasal 30
(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan pada
pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan yang
terjadi dalam tahun yang sama.
(2) Pengembalian kelebihan pendapatan yang diterima pada tahun sebelumnya

dibebankan pada belanja tidak terduga.
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Pengembalian kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang lengkap
dan sah.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Belanja Desa

Pasal 31
Setiap belanja dilaksanakan melalui kode rekening belanja.
Setiap belanja desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang
lengkap dan sah.
Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh Sekretaris Desa atas
kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud dan disahkan
oleh Kepala Desa.

Pasal 32 _
Belanja desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan
sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi
peraturan desa.
Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja
pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan
dalam peraturan kepala desa.

Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat RAB yang telah
disahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 33
Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus
disertai dengan dokumen antara lain RAB.
Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur Perangkat
Desa dari sekretariat desa dan pelaksana teknis.
RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan
disahkan oleh Kepala Desa.
Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang
menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan
buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan
di desa.
Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan buku pembantu kas
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4] tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 34
Pelaksana kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Kepala
Desa tahap pertama untuk satu kegiatan dengan melampirkan RAB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
Pengajuan surat permintaan pembayaran untuk tahap selanjutnya dan surat
permintaan pembayaran untuk kegiatan vang dilaksanakan oleh penyedia
barang atau jasa dilampiri dengan:
a. Pernyataan tanggung jawab belanja; dan
b. Lampiran bukti transaksi.
Surat permintaan pembayaran tahap selanjutnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa tidak
boleh dilakukan sebelum barang dan/ atau jasa diterima.
Format surat permintaan pembayaran sebagzimana dimaksud pada ayat (1) dan
pernyataan tanggung jawab anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.



Pasal 35
(1) Dalam pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa berkewajiban melakukan verifikasi

dengan:
a. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh
pelaksana kegiatan;

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang
tercantum dalam surat permintaan pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. menolak pengajuan surat permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan
apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

(2) Berdasarkan surat permintaan pembayaran yang sudah diverifikasi oleh
Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menyetujui
surat permintaan pembayaran dan bendahara desa melakukan pembayaran.

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan pencatatan pengeluaran oleh bendahara desa.

Pasal 36

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya,

wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke

rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37
Pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman kepada Peraturan Walikota tentang
pengadaan barang dan jasa di desa.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pembiayaan Desa

Pasal 38
(1) Setiap pembiayaan desa wajib dicatat dalam APBDesa.
(2) Setiap pembiayaan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
(3) Setiap pembiayaan desa diadministrasi sesuxi dengan kode rekening pembiayaan.

Pasal 39
SilPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2 | huruf a merupakan penerimaan
pembiayaan yang digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada

realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum

diselesaikan,
Pasal 40
(1) Pembentukan dana cadangan oleh Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan
Desa.

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; .
b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan:
Cc. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
(3) Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dibahas bersamaan dengan pembahasan rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa
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Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari
penyisihan atas pendapatan Desa, kecuali dari pendapatan transfer dan
pendapatan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada rekening
tersendiri. :
Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam
tahun anggaran yang berkenaan.

Bagian Kelima

Perubahan Anggaran
Pasal 41

Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;

b. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan
dalam tahun berjalan;
c. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa dalam
tahun berjalan,;
d. terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis
ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
e. keadaan luar biasa; atau
f.  perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah.
Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah keadaan
yang menyebabkan estimasi pendapatan dan/atau belanja dalam APBDesa
mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).
Prosentase 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja desa
dalam APBDesa.
Pasal 42
Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran.
Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Pasal 43
Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa dilakukan
setelah APBDesa tahun berjalan dilaksanakar 6 (enam) bulan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk peristiwa
khusus dan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1)
huruf d dan hurufe.
Ketentuan mengenai penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang
perubahan APBDesa.

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA
Bélgian Kesatu
Pelaporan APBDesa
Pasal 44
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada
Walikota melalui Camat meliputi:
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a. laporan semester pertama; dan

b. laporan semester akhir tahun.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa laporan realisasi APBDesa.

Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Bentuk, format, dan struktur laporan realisasi pelaksanaan APBDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedus
Pertanggungjawaban APBDesa

Pasal 45
Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa kepada Walikota setiap akhir tahun anggaran.,
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pendapatan desa;
b. belanja desa; dan
C. pembiayaan desa.
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun
anggaran berkenaan;
b. laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun berkenaan; dan
c. laporan program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah yang masuk ke Desa. -

Bentuk dan format rancangan Peraturan Desa tentang laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 46
Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan laporan
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan Pasal 45
diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi
yang mudah diakses oleh masyarakat.
Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. papan pengumuman desa:
b. radio komunitas; dan
¢. media informasi lainnya.
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Pasal 47
Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBDesa kepada Walikota melalui Camat.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran
berjalan.
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

BAB VII
PENATAUSAHAAN APBDESA
Bagian Kesatu
Pelaksana Penatausahaan

Pasal 48
Penatausahaan APBDesa dilaksanakan oleh Hendahara Desa.
Bendahara Desa sebagai pefiata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas menerima, menyimpau, menyetorkan;/ membayar, dan
mempertanggungjawabkan pendapatan desa dan belanja desa dalam rangka
pelaksanaan APBDesa.
Bendahara Desa dapat dibantu oleh pembantu Bendahara Desa.
Bendahara Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pengangkatan Bendahara Desa

Pasal 49
Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa untuk setiap 1 (satu) tahun
anggaran.
Pengangkatan Bendahara desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari unsur staf
sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan.
Dalam hal terdapat kekosongan unsur staf sekretariat desa yang membidangi
urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) , Bendahara Desa dapat
diangkat dari unsur pelaksana teknis.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Penatausahaan

Pasal 50
Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap pendapatan dan belanja
desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban.
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya.
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Penatausahaan pendapatan dan belanja desa menggunakan:,
a. buku kas umum;

b. buku kas pembantu pajak; dan

c. buku bank desa.

Format, bentuk, dan struktur penatausahaan pendapatan dan belanja desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 51

Pencairan dana dalam rekening kas Desa diiandatangani oleh Kepala Desa dan
Bendahara Desa. :

Setiap belanja desa dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa
dan dibukukan beserta bukti pengeluaran yang sah dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Setiap pengeluaran pembiayaan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari
Kepala Desa dan dibukukan beserta huizti pengeluaran vang sah untuk
dipertanggungjawabkan.

Pasal 52

Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam bentuk tunai dalam Kas Desa paling
banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dalam rangka memenuhi
kebutuhan operasional pemerintah desa

(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN APBDESA

Pasal 53
Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi urusan pemeriksaan,
keuangan dan anggaran, pemerintahan desa, dan Camat berkewajiban membina
dan mengawasi pelaksanaan APBDesa sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya. '
Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk
pemberian bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan APBDesa yang mencakup
penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
APBDesa. '
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk
evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pengkajian, penelitian,
pemeriksaan, dan evaluasi penyelenggaraan APBDesa yang mencakup
penyusunan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban
APBDesa.

Pasal 54
Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bendahara Desa.
Pengawasan Kepala Desa kepada Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam hal penatausahaan APBDesa melalui pemeriksaan administrasi
keuangan desa setiap akhir bulan.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tangga! diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 2% Me) 2015

KOTAMOBAGUA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 20 mal 2015

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2015 NOMOR : 16



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR |6 TAHUN 2015

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELAN.JA DESA

BENTUK, FORMAT, STRUKTUR KODE REKENING, RANCANGAN PERATURAN
DESA TENTANG APBDESA, RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG

PERUBAHAN APBDESA, RAB DAN BUKU PEMBANTU KAS KEGIATAN, SURAT
PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PERNYATAAN TANGGUNG JAWAR
BELANJA, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA, RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN APBDESA: DAN BUKU PENATAUSAHAAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

[.  KODE REKENING
A. Kode Rekening Pendapatan Desa

Kolom 1 Kode
Pendapatan

 J

L 4

Kolom 2 Kode
Kelompok Pendapatan

. — Kolom 3 Kode Jenis
. Pendapatan

v

Kolom 4 Kode Rincian
| Pendapatan

-+ Kolom 5 Kode Obyek
Pendapatan

— Kolom 6 Kode La:n-lain



B. Penjabaran Kode Rekening Pendapatan Uesa

KODE REKE NING URAIAN
Bt _ PENDAPATANDESA
|1 i i N . ' Pendapatan Asli Desa o= ELESAG T o %
- B e 08 SR | Hasil Usaha SN
T U [x [T | Hasillaba BUMDesa i
; ! i
g e Rl A Desa L e
G Y ' Tanah desa 5
T 4g 11 (1 ~ Tanah kas desa SRE S i
1T 11 2 1172 Tanah bengkok/lungguh £
1 | 1 (2 {1 |3 | Tanahpengarem-arem |
‘1T 11 [2 [2 | | "1Pasardesa R R
1|1 |2 73 | | | Pasar hewan RS antp
‘1 |1 |2 |4 | | Bangunandesa
1 |1 [2 {4 |1 | [Kiosdesa
s A O R S T Gedung pertemuan desa
s S 2 < 3 | Gedung olah raga desa i
1.1 -4 18 | Banguan desa lainnya
R e B e & ; | Hutan milik desa 5
191118 |6 i Mata air milik desa
WHE AR - | Pemandian uraum
Lok g 48 | Obyek rekreasi desa
R T ; ' Lapangan desa f
bt 30 ‘______Lsei desa | lamnva e |
, .
FE e ] Swadaya, Partisipasi dan Gotong Rcyong |
111 48 |1 SN ' Swadaya dan partisipasi !
,.}.,_.. 1__”445*.‘_3““ i _2._ LS Gotong royong | |
e TR , | Lain-lain Pendapata.n Asli Desa J
1 1 4 1" | B Pungutan desa 1
rin A | S, SO ... correasins et ol
| H
1 1 3 2 : { Hasil penjuéiaﬁﬁkekayaan desa selain tanah yang |
3 L - dipisahkan !
1 $ .13 | -‘ ' | Hasil pclepasan tanah desa tahun berjalan |
1 £ 4 | | Bunga simpanan uang di bank | M
| | i
112 = _“n__'ﬂ_gr_ldapatan Transfcr B R
|1 |2 - _; *Dana Desa i B !
; } 12 1% ' Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi
| “ daerah S
T 12 [3 [ ' "Thiokasi Dana Dow=".. - 1 . hoi -
iL 2 4 Lﬁ__t_,_..__.,,...__:: é-gnﬂajﬁé_ﬁ__i—c}_u angan dari APBD Provinsi __d
L2718 [ 17 | Bantuan keuangan dri APBD Kabupaten |



T8 | Pendapatan Lainiain s
1 ‘5_3* Ee " _ | Hibah dan Sulnbangan dari pihak kcuga yang |
E ' tidak menglka' e Tt
NS R ' féln lain Pcndapatan Desa yang sah _m,_-._.___,.!
EaEE s I T B Hasﬂ ker_}asama dengan pihak ketiga |
SRR NIRRT | Bantuan peru sahaan yang berlokasi di desa g
e s S 1
C. Kode Rekening Belanja Desa
1 2 3 a4 5 6 7
i
|
+—— Kolom 1 Kode Belanja
M Kolom 2 Kode Bidang
! belanja
: — Kolom 3 Kode Kegiatan
Belanja
— Kolom 4 Kode Kelompok
Belanja
» Kolom 5 Kode Jenis
| Belanja
— Kolom 6 Kode Rincian
Belanja
D.Penjabaran Kode Rekening Belanja
f hhhhhhh KODE i = e T gena Gy S = _—i
| i . BRSO W)
pl@ey o oF f—;_ - _"_B_ELAN“ JA DESA el B e
! 2 , 1 : ! - BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
ES N N M DESA -
L-E_.LE_M .| | TBIDANG. Psm&mﬂmmmvmnm
Eﬂﬂ_f =l ! g 7 BIDANG PEMBIMANKEMQSYARAKATAN Ll N
ST B  BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 2 11, | Kegatan T X R
; hl 1= 2 B :_w . o _p__St """""" sl S e el TP el i
2 X X |1 | 'Belanja Pegawai o 2
_Eh'}_wﬁ(q - ' S Penghasﬂan Tetap Kepala Dcsa dar Perangkat iy
M2 X ENERE B 1 | Penghasilan tb tap Kepala Desa
2 IX X | 1 1| 2 Penghasilan tetap Perangkat Desa o
! L s At - A
2 X [X ] L gl iPenghasiiaz_u_ staf Pemerintah Desa |




BRI AL e et S
L,M.{__..}Z. AR {3 i vﬁ:ﬁ-ghasﬂdn Tambahan SRR SR
-BENED 11*’:1 | 1 | Penghasilan Tambahan Kepala Desa
2 X |X i A1 3 } 2 | Pegmgl?}_s:{l__z_m .ambahan Perangkat Desa ity o}
B O T I ' Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan i
] , __Perangkat Desa ]
S Ix I 1 | 4 1 | Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa ;
21X % 1 | 4 | 2 | Tunjangan akhir masa jabatan Perangkat Desa :
I
2 IR X 1 5 | 'I‘unjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
CRERI RN i Tunjangan Kepala Desa :
TR RE S W _Tunjangan Perangkat Desa |
2 | X IX 1 6 | ‘I‘unjangan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat
e | ' Desa
4 XX LB |1 ! Tunjangan ijabat Kepala Desa 1
12 |X [X o 1 | h_6:_2_ f Tunjangan _Pngabat Perangkat Desa
i : l i
BB S O T —
|2 (X _[X | 1 "7 "1 Tunjangan Ketua BFD W
|2 XX T 77 72 Tunjangan Weidl BPD e
2 X _|X | 17| 3 Tunjangan Sekretaris BFD _ ]
2 X _[X |17 "4 | Tunjangan Anggota BFD et
s e =
2. X X TATeE T  Uang Sidang BPD e S NS
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2 X X1y 1 | Tunjangan Bendahara Desa i
B X 1% RN 'I‘unjangan Pembantu Bendahara Desa ;
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2 X X [ 111774 "Tunjangan Pembantu tu Pengurus Barang Desa
1R G LT ) R S e e
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I INEEE E}Zi"fa}m_}a Jasa Kantor PP e
X by e s Belanja telepon/fa:unﬂe_ SR ge v S
X _[X |2 272 Belanjaair PDAM] RIS ey
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| | transportansi
8 ' Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana 1
produksx i
19 ' Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana |
perekonomlaﬁ |

| 10 | Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana ’

| | sosial /keagamaan |
N \ Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana f
! | pendidikan '
13 Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana '

L kesehatan |
13 Belanja Pemciiharaan lainnya
. H J—B_i'.:"l_anja Cetak dan penggandaan i L q
1 .r ‘Belanja pcnggandaan S e
::i_ Belan_]a cetak dan jilid SR e e
| Belanja Cetak dan penggandaan |
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' B D PO v <
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E.Kode Rekening Pembiayaan Desa

- DES Eo TR iR

» Kolom 1 Kode
Pembiayaan

— Kolom 2 Kode Kelompok
Pembiayaan

+ Kolom 3 Kode Jenis
Pembiayaan

F. Penjabaran Kode Rekening Pembiayaan

KODE R EKENING - URAIAN

€. TIE Ki e —r_ | PEMBIAYAAN it e ey o Ll
I SN S T _Penerimaan Pembiayaan
R i

iR TSILPA =i o]

8- 11 | _:"ﬁ_ i Pencairan 1 Dana Cadangan _H_“_ RN
i 11 19 l _f-_lg_:_;x_ll{rglfa_t_\ aan Desa Yang di p1sahkan

Pembentukan Dana Cadangan :

ENER || | Pengeluaran Pembiayaan "
i R || Penyertaan Modal Desa




Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .............. dan
KEPALADESA ................

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESK Gt TENTANG

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai
berikut:
1. Pendapatan Desa < ST
2. Belanja Desa |
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa IEN. oo st
b. Bidang Pembangunan Rp...caniedi
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan s AP W
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat B et
e. Bidang Tak Terduga 3 T S
Jumlah Belanja . {» St
Surplus/Defisit 3. R iy
Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan - SN S
b. Pengeluaran Pembiayaan BB cvinicaessn
Selisih Pembiayaan (a=-b) RO Gaain
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Beianja Desa sebagaimana
dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ihi berupa Rincian
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

‘ Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa
guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintalikan pengundangan Peraturan Desa
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

............

e RN

Tanda tangan

(NAMA)
Diundangkan di Desa .................... pada tanggal
SEKRETARIS DESA .........ocvvvooi .
Tanda tangan
(NAMA)
LEMBARAN DESA................... TAHUN ............ NOMOR .........



Nomor
Tahun

Tentang

Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa

ANGGARAN PENDAPATAN D)AN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA

.......
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| Tanah bengkok/lungguh
'  Pasar Desa

BiWiN —

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha

Hasil Laba BUMDesa

Hasil Aset Desa
Tangh Desa
Tanah Kas Desa

Pasar Hewan

~ Bangunan Desa

Kios Desa

1 Gedung Pertemuan Desa
~Gedung Olahraga Desa

Bangunan Desa Lainnya
Hutan Milik Desa

| Mata Air Milik Desa

Pemandiam Umum

’ _ Obyek rekreasi Desa
| Lapangan Desa
~Aset Desa lainnya

Swadaya, Partisipasi dan Goteng-royong
Swadaya dan Partisipasi _

- Gotong royong

Lain-lain Pendapatan Asli Desa
Pungutan Desa
Hasit penjualan kekayaan desa selain tanah yang

_dipisahkan

Hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan

' _Bunga Simpanan Uang di Bank

Pendapatan Transfer
Dana Desa

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

| Alokasi DanaDesa
jotodin Restngan dei APBD Provinsl |
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

| Pendapatan Lair_l_ Lain K
“Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak

mengikat

e REEEE




2 3 4

Lam lain pendapatan desa yang sah
: 4 Has:l kerja sama denggan pihak ketiga
12 1 Bantugn perusahaan yang berlokasi di desa

JUMLAH PENDAPATAN

1 l 6 3 "[un_]angan Panabat Kepala Desa dan Pera ngkat
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' BELANJA

BIDA NG PEN ?ELENGGAMAN PEME RIN TAH DESA
' Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepa[a Desa dan Perangkat Desa

7- : : Belarya Pegawm : '
R s Penghasﬂan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
1 Penghasﬂan Tetap Kepala Desa

1] 2] | PenghaSIIan_Tetap Perangkat Desa

F1A - Penghasilan Tetap Staf Desa

1|5 - Tunjangan Perangkat Desa
{ESE Tun_-iangan Kepala Desa

- - Tunjangan Kesehatan

- Tunjangan Kecelakaan

- Tunjangan Kematian

- - Tunjangan Lain lain

| 5| 2| Tunjangan Perangkat Desa
- Tunjangan Kesehatan

- Tunj_angan Kecelakaan
__- Tunjangan Kematian

- Tunjangan Lain lain

611 TunJangan Penjabat Kepala Desa
6 [ 2 | Tunjangan Pen;abat Perangkat Desa

vjal Tunjangan Pennelola Ke.uan‘g-aﬂn dan Aset Desa
e Tun_]angan Bendahara Desa

1112 _ Tunjangan Pembantu Bendahara Desa

[ {11} 3 | Tunjangan Pengurus Barang Desa

L |11} 4 | Tunjangan Pembantu Pengﬁrus Barang Desa

- Kegmran Operasfonal Perkanmran Desa

l Belan_]a Pegawal

101 | Operaszonal Kepala Desa dan Perangkat Desa
10 1| Operaslonal Kepala Desa

10[ 2 Operasronal Perangkat Des&;

BelanJa Barang dan Jasa
Belan_ya Bahan :
Belanja Alat Tul:s Kantor

| Belanja Peralatan Kamor 7
Belama Perlengkapan Kantor

Belama Bahan dan A[at Llstnk

ICOI ISy

N[N

RN N D

1

2

3]

4 r Belama Bahan dan Alat Pembersnh
5

6

e i TS G et TR S

' Belanja Benda Pos (perangko materai dan Iam lain)

15

¢ R e




211121412 Belanja jasa Kantor
2iitalaraty ?Belanja Telepon / Faximile
2| 1|2]2]2|2] Belanja Air (PDAM) Rl
alitfatatals :Belanja Listrik
2| 1]12]2]2]4] Belanja Langganan Internet
2| 1|2]2] 2] 5] Belanja Surat Kabar / Majalah
2| 1]2] 2] 2] 6] Belanja Paket/ Pengiriman
3l r12ris !Belanja Pemeliharaan
sl 1239 313 EBe!anja_pem.e.!i_haraan bangunan dan atau gedung i
altetal a2 -_B'e!anj'; pemeliharaan peralatan kantor y
212t als -"Belanja pémeliharaan perlengkapan kantor r
shy 212 34 Belanja pemeliharaan computer/laptop/printer 5
2 .-1’- 2 2]3 5 mﬁelanja pemeliharaan kendaraan dinas )
_ - Belanja Suku Cadang 1
: - Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas
_ - Belanja Jasa Pajak / STNK
?. 1 2 2| 3 -6._ ‘Bc,lan_;a pemeliharaan taman :
21112121317 Belanja pemeliharaan sarana danhpra.‘;ar::-;n:ransportasi
201]2)2]3]s .Belanja pemeliharaan sarana dan prasar:na sroduksi
211l2121319 Belanja pemeliharaan sarana dan prasara:

perekonomian
Belanja pemeliharaan sarana dan prasaraia sosial /
‘keagamaan

Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan

Belanja pemeliharaan sarana dan prasara- kesehatan
‘Belanja pemeliharaan Ia:nnya

%)
N v
[ %)
w
w

i

2|11212]4 ‘, 'Belanja Cetak dan penggaﬁdaan
2]112]1214 1 | Belanja cetak dan jilid iF
2_1_ 2_2h 412 Belan_]a penggandaan/fotocopy
2 lf 2— (; i Belanja sewa pcrlengkapan dan pefaiaian e i /|
2111212 6_ | |! Belanja sewa meja dan kp‘rrs: o S
2|111212 612 Belanja sewa tenda/kanopi .
21112 2r6 E. Belan_la sewa soundsystea e et :N_ : i
,_g_‘,,i 2_ ~2 7: 4 Belanja Makanan dan Mggl_a_n]gn ) 5 E 5 ___
2]1]2(2(7] 1'7 Belanja makanan dan  minuman rapat = LS
2| l 2121712 Belanja makanan dan minuman peninjauan o AR
2111212]17]3 Belanja makanan dan  minuman Ialnnya e TN kb
2[1]2)2]8] |'Belanja Pakaian Dinas T s
2]1)1212(|8 _1 | |Belanja pakaian dinas Kepala Desa ol 2
2| 1f2]2]8/2]| Belanja pakaian dinas perangkat Desa Sl s
2 : 11212]8]3 J Belanja pakaian dinaé stafrﬁesg ] 4
2 1 2~ 2_ 9 BelanJa Per_;alanan Dinas
2(112]12]19] _.l; Belanja perjalanan dmas ke Kecamatar .
2] 1 2| 2] 9] 2| Belanja perjalanan dlnas ke Kabupaten ’kota o ool
211121219 3 Belanja perjalanan dinas Iuar daerah dalam provmsn et
2 112121914 lBelanJa perjalanan dinas !u;r daerah luar provinsi




4o

1 i 2 3
22 2 10 iBeIanja Ba_han Bakar Min}@k (BBM)
2|1 2~2 _rll' % ;'Upah tenaga kerja o
[ 1123 12| Honorarium 5
21112]12(1211 }_Honoran’qm pegelola keuangan desa 4
2| 1]2]2]12] 2| Honorarium pelaksana kegiatan
 2 [ 11212 123 {.Honorariurr_i perencanaan pi:qgré.m desa
211 213112 .4' ;Honorariur'n naraéumber/ah-li/in's'tr-uktur
2LH121d) ‘Belanja Modal
2|1]2]|3}1]| | Belanja Modal Tanah
211123 1]1 | Belanja modal tanah
211121312 ;Belanja Modal Sarana Prasarana Perkantoran
alrizlslala ‘_Belanjg modal printer/laptop/printer
2| 1]2]3]2]2] Belanja meja kursi
21112 3:.2 3 | Belanja lemari
2 112]3]2]|4] Belanja filling cabinet
211 l2' 3|2 5| Belanja rak arsip
211]12|3]|2] 6| Belanja modal gedung kantor
2 1 2 3 217 _Belapjg modal kendara.én:_diﬁas
2[112[3|2|8| Belanjamesintk
21 11213]2]9| Belanja modal peralatan kantor lainnya
2 l 2 3 2 10 _Bélar‘a;ié.Modal pe-r-le-ﬁgka_pén.kant-o_r lainnya
N S0 e | | Kegiatan Pembayaran Tunjangan BPD dan Operasional -
21113 BPD
21 3 ? ”_.Tunjangan BPD
21 1{3]1]7]1] Tunjangan Ketua BPD
2013 1]7]2] Tunjangan Wakil BPD
2 I 3l 73 ;Tunjangan Sekretaris BPD
21113} 1}7]4/[ Tunjangan AnggptaBPD_
2{1]3]1|8| [ UangSidang BPD
ERIERERER) ‘Be!anja Barang dan Jasa
Zd_13 211 ”-:Belan'ja Bahan |
21 1]3]2| 1] 1] Belanja Alat Tulis Kantor
2 | .3_ % All_ ; _B_e;lanja Peralatan Kantor . .
2__] 3 2 4 :3 q_rBélah__ia rPeTriengkapan Kai_hiof
j2—_l 3 ~2 4Belan_1a Ceta_k.da-n penggéﬁéaan | :
2\ 113]2)4]1]Belanjacetakdanjiid | it
2| 1]3]2]4]2] Belanja penggandaan/forocopy EPiENER
2] 1[3]2]8] |'Belanja PakaianDinas T
2|1]3]2)|8]4| Belanja pakaian dinas anggota BPD cavigbi 5 3
’ 1 s 'g'ik'e"g'i&a:n Pembayaran Insentif RT/RW dan |
1 e S b piigeoeanoabaiiindol 5 E
b0 Relnns Teganat !
2 1[4]1]9] [ Insentif RT/RW B
2{1]4|1]9]1] nsentif RT oy e S
2f1]4a]1)9]2] msentif RW.




/ 2

12]1114]12] Belan_)a Barang dan Jasa 3l
AFEiATEs L Belan_;a Bahan 7 i sl
2| 1| 4| 2| 1] 1] Belanja Alat Tulis Kantor
2|1]1412]|1]2| Belanja Peralatan Kantor 3 o
2(114(2]|1]3| Belanja Perlengkapan Kantor : P
(211]14]|2]4 l‘Belanja Cetak dan penggandaan ‘

2| 114]|2]|4| 1| Belanja cetak dan jilid

2(1]4]2]4]2 ‘Belanja penggandaan/fotocopy

_21 412 8 .:Belanja-Pa-kaian Dinas ‘

2(114]|28|5]| Belanja pakaian dinas RT/RW

al1ls 'Keglamn Pembayaran Penghasilan Tambahan dan Tunjangan

Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan Perangkar

ISR RS ‘Penghasilan Tambahan

21 1{5]1]3] 1| Penghasilan Tambahan Kepala Desa

21 1} 5] 1]3]|2] Penghasilan Tambahan Perangkat Desa

2lilsli]4 Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan

Perangkat

211}5¢ | | Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

2115} 1{4]2] Tunjangan Akhir Masa Jabatan Peranghat Desa

2]2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNMAN DESA
2212 Kegiatan.......... ( sesuai dengan RPJM Des)
al2t114 Belanja Barang dan Jasa

212(112¢1 Belanja Bahan

2 (2| 1|2} 11| Belanja Alat Tulis Kantor

2lat1le 4 ; vBt;lanja Ce-ta.k dan penggaﬁdaan

g_ ﬂ2 L; 4;I_. Belanja cetak dan jilid e

atal1haiala BelanJa penggandaan/fotocopy y
EIFIREEITI B _Upah tenaga kerja £}
2|21 | 2[i2] | Honorarium i i
213 1 2132_ Honoranum pe]aksana keglatan

212 & i— 12/ 4 _Honora:_’lum narasumber/gh_h/ms_t_ruktur

atalila] s) ”Belanja Sewa Alat Berat

2121512 el Belanjﬁ sewa eskavator

2[2]1{2]5]2 :Belanja sewa dump track / pickup

2lal1l2] s 3; Belanja seWa: buldozer :
a1 1als 4 ;Belanj;l sewa stoci:m'walrs

22| 13| ] | metmamtodst i
2l2l1l3l3 ' Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana
i ypeciossh g F 2 tranportas:

2121113}13}1 IBelanJamodaljalan Bt £y

212{1}|3]3]2] Belanja modal Jembatan el i
sfalilslalsd Belanja modal drainase Pt
2[2|1]3]3]4 Belanja moda! al gorong § gorhg C v
2|2]1]3]|3]5] Belanjamodal taludjlan




>

'Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana |

JUMLAH

_2_ __2_ ’ 314 ;Produksi
212 113]4] 1| Belanja modal dam/bendungan
212|1]3]|4]2| Belanja modal irigasi
'2]12]1]3]4]3| Belanja modal sumur / sumur bor
2121 1]3]4]4/| Belanja modal bangunan gedung pertanian
212|1|3]|4] 5| Belanja modal peralatan pertanian
212 l 3is : Belanja modal sarana dan prasarana perekonomian
212 113|5]| 1| Belanja modal pasar desa
S1A1Y 2 | belanja modal kios desa
: Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana
212111318 .
by - sosial/keagamaan ‘
2012 11316]1 Belanja modal pembangunan tempat ibaduh
AiE Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana
. 2 2 I_ 3 7_ _pendidikan
212]1]3]|7] 1] Belanja modal gedung untuk kegiatan p2iididikan
22| 1|3]7]2] Belanja modal bahan ajar pendidikan
212 1]3]7]3]| Belanja modal peralatan pendidikan
Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana
2121113
kesehatan
2121113 ~Belanja modal bangunan untuk kegiatan kesehatan
2121113 - Belanja modal bahan kesehatan
(22| 1}3 - Belanja modal peralatan kesehatan
218 'BIDANG PEMBINAAN KEMASYRAKATAN
2131 LE Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
2131112 ' Belanja Barang dan Jasa
2032 T
Stdr __| BIDANG PEMBERDAYAAN MASARAKAT
(2141 ; Kegtatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat s
21411121 1 Belanja Barang dan Jasa e
2[4l2] | 1 J[Kssiéian --------------- e B T B
2|s| | | | | BIDANG TAK TERDUGA et : e
21511, | 4 Kegiatan Kejadian Luar Biasa 1 i
cARERETINE NS Belan_}a Barang dan .lasa e 7
2]sl2] | | [[Kegitan ..o B 0% Lk
' JUMLAH BELANJA
e 5 S SURPLUS/ DEFISIT| Lo
s | | PEMBIAYAAN R -
fdddr . Penerimaan Pembiayaan’ " 3
3] | siLpa _
1112 7 Pencalran Dana Cadangan
31113  Hasil Kekayaan Desa yang d1plsahkan




Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan dana Cadangan
Penyertaan Modal
JUMLAH

Fanegal o hoeni

DISETUJUI OLEH
SANGADI DESA . iscicuiisivta:



B. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APBDESA

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU KECAMATAN ..vovvooooevesi
PEMERINTAH DESA .vovvoven..

RANCANGAN PERATURAN DESA ..o NOMOR ....... TAHUN.......

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Menimbang

Mengingat

v a,

1.

TAHUN ANGGARAN ........
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REPALA DBRA oo

bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
kebijakan umum APBDes, keadaan yvang menyebabkan harus dilakukan
pergeseran antara jenis belanja, keadaan darurat, keadaan luar biasa,
dan atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBDes tahun
anggaran ........ :

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Walikota
Kotamobagu ........ Nomor ... Tahun ...... tentang ....oinannenis y

Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) sebagaimana dimaksud pada
huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyvawaratan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa
................. tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) menjadi Peraturan Desa ............ tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun
Anggaran ........

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495)

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),



. Peraturan Desa ......... Nomor ..... Tahun

. Pératuran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa;

. Perwako tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan Desa ;

. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

..... tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .......ccooeeeenes dan

KEPALA DESA ................

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA ................ TENTANG PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGOGARAN ........coi0nmmmin

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... setelah perubahan,
dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
a. Semula -
b. Bertambah/ berkurang s viaiiinn
Jumlah pendapatan desa setelah perubahan RS i
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1) Semula B ot
2) Bertambah/ berkurang RP:...auiiis
Jumlah bidang penyelenggaran
pemerintahan setelah perubahan = T
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1) Semula s I
2) Bettambah/ berkurang B i
Jumlah bidang pembangunan desa
setelah perubahan B
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1) Semula BPi.oseinenon
2) Bertambah/ berkurang 2

Jumlah bidang pembinaan kemasyarakatan

setelah perubahan Rp



d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Semula 1«

2) Bertambah/ berkurang BB v iiainns
Jumlah bidang pemberdayaan

Masyarakat setelah perubahan B ceevnes

e. Bidang Tidak Terduga

1) Semula Rooleons
2) Bertambah/ berkurang .Jumiah Rp...... Lo s
belanja tidak terduga
setelah perubahan s -

Jumlah Belanja Desa
1) Semula 7 FENS e LR

2) Bertambah/ berkurang Jumlah R ciiiaisin
belanja desa setelah

Perubahan Rp

............

Surplus/Defisit

1) Semula Rp
2) Bertambah/ berkurang Jumlah Rp
surplus/defisit setelah
Perubahan Rp

...............

...............

............

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan

1)Semula : KO i
2)Bertambah/ berkurang BE. it iiion

Jumlah penerimaan pembiyaan

setelah perubahan B i

b. Pengeluaran Pembiayaan

1)Semula R idaniansn
2)Bertambah/ berkurang - TR
Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan B
Jumlah Pembiayaan setelah perubahan BE...coin
Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a-b) - IR
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini
berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belania Desa.



Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna
pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ......... .......

...............................

SEKRETARIS DESA i.......ccoevneennnn.

Tanda tangan

(NAMA)

LEMBARAN DESA.....coovvvvnnn, TAHUN

1. RAB DAN BUKU PEMBANTU KAS KEGIATAN
A. RAB



Nomor
Tahun
Tentang :

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA

.......

...........................

Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa

KODE

REKENING

URATAN

ANGGARAN (Rp.)

BERTAMABAH

SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

(BERKURANG)

PROSEN-
TASE

(%)

/

3

4

6

'
T

IR LRI TN BN B R R MR NN D
N e e SN e e ) e A B e e b
B taa R =s

=]

....
lwiw

i |

i

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha

Hasil Laba BUMDesa

Hasil Aset Desa

Tanah Desa

Tanah Kas Desa

Tanah bengkok/lungguh
Pasar Desa

Pasar Hewan

Bangunan Desa

Kios Desa

Gedung Pertemuan Desa
chung Olahraga Desa
Bangunan Desa Lainnya
Hutan Milik Desa

Mata Air Milik Desa

7 "Pemandiam Umum

Ot_)yek rekreasi Desa
Lapangan Desa
Aset Desa lainnya

_’S_Wadaya, Parﬁsipasi dan Gotong-royoﬁg

: Swadaya dan Partisipasi
| Gotong royong

i » = =
N o P Al G

Hasil penjwﬁarlaﬁ' Eekayaan desa selain tanah yang

| d!_pisahkan

Hasil pelepasan tanah desa tgh'un__berqugn
_Bunga Simpanan Uang di Bank

) : H:rendaﬁarqn Tfansfer

[égna Desa

—Aiiokasi_ Dana Desa
Ban_t_uan Keuangan da!-i A.PBD, Prpvins_i

| Bantuan Keuangan dari APBD KabupatenKors

| Pendapatan Lain Lain

Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang
tidak mengikat

ﬂagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah




2

Lain-lain pendapatan desa yang sah
Hasil kerja sama denggan pihak ketiga
Bhntuan perusahaan yang berlokasi di desa

JUMLAH PENDAPATAN

S

SRR RN S

¥
}

BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA

Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Belan,ra Pegawm

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkar
Ppnghasﬂgn Tetap Kepala Desa
Penghasilan Tetap Perangkat Desa

Ppnghasilan Tetap Staf Desa

Tunjangan Perangkat Desa
T;ﬁnjangan Kepala Desa
< Tunjangan Kesehatan
" Tuﬁjaﬁgan Ke-celakaan
¥ Tunjangan Kematian
-.Tunjangan Lain lain
Tunjangaﬁ Perangkat Desa
- Tunjangan Kesehatan
5 Tunjangan Kecelakaan
- Tunjangan Kematian
- -- Tunjangan Lain lain
Tunjangan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat
Tunjangan Penjabat Kepala Desa
. ;if;lnjangar‘t.Penjabat -Perangka.t' besa

Tunjangan Pengelola Keuangan dan Aset Desa
_Tunjangan Bendahara Desa
Tunjangan Pembantu Bendahg{QAPesa

Tunjangan Pengurus Barang Desa
Tunjangan Pembantu Pengurus Barang Desa

Kegiatd}t Opemsdonal Perk&nt_oran De.m

Elelanja Pegawal s e e

il loivng

)

13

Operasional Kepa!a Desa dan | Perangkat I Desa
C?perasional Kepaia Desa

RS NE N R N

Operas:cnal Perangkat Desa

iu (S

f

1

o |

f
!

L:

| B BelanJa Barang dan J_l_zsa =

S St

Belanja Bahan

Belanja Alat Tuhs Kantor

]

]

u-;n'.wiw -

Belanja Peralatan Kantor

Belan_;a Perlengkapan Kamor -
Be!anja Bahan dan Alat Pembemh
elanja Bahan dan Alat Listrik

Pinin o Do

e TR SR SR TR

LR IR R RN

-

-

S€Tanja Benda Pos (perangko,materai dan famn
lain)
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X Bblanja Jasa Kantor

_Belanja Telepon / Faximile

Belanja Air (PDAM) |

_Beianja Listrik
Belanja Langganan Internet

_ Belanla Surat Kabar / MaJalah

_Belanja Paket / Pengiriman

Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan bangunan dan atau gedung
B;elanja pemeliharaan peralatan kantor
“Belanja pemeliﬁaraan per!engk;p-an kantor
Belanja pemeliharaan computer/laptop/printer
Belanja pemeliharaan kendaraan dinas

- Belanja Suku Cadang

- Belanja Jasa Service Kendaraan Dinas

- Belanja Jasa Pajak / STNK

B.e!anja pemeliharaan taman

Béianja pemeliharaan sarana dan prasarana
transpottasi

produksi

Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana
perekonom:an

Belanja pemehharaan sarana dan prasarana sosiai .

keagamaan
Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana

2 pendidlkan

Belama pernehharaan sarana dan prasarana
'kesehatan

'Belanja pemeliharaan lainnya

. V‘B:eianja Cetak dan penggandaan

Belanja cetak dan jilid
Belanja penggandaan/fotocopy

‘Belan_pa sewa perlengkapan dan peralatan kantor
Belanja sewa meja dan kursi
B lanJa sewa tenda/kanopi

: V_Bglan;a sewa soundsystem

| Belanja Makanan dan ‘Minuman
_Belanja makanan dan minuman rapat
_Belanja makanan dan minuman penmJauan

B Be[anja makanan dan minuman lamnya

Belanja Pakman Dmas 7 7
Belanja pakalan dmas Kepaln Desa

Belanja pakamn dmas  perangkat Desa

Belanja pakaian dmas staf Desa PR

_f_ama Perjalanan Dmas
Belan_}a perjalanan dmas ke Kecamatan

(SRR S RN

Bé!anja perjalanan dinas ke Kabupaw—n/nfc;m
| Beélanja perjalanan dinas Tuar daerah dalam
prnvms1

‘Belanja per_)alana.n dinas luar daerah bﬂovmm !




2

2 2)12(10 Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)

2 2| 2| Upah tenaga kerja

2| 1]2]2 12 anorarium

2|1 2| 2|12 1| Honorarium pegelola keuangan desa

2] | 2 2012 2 Héﬁorarium pelaksana kegiatan

2 1 4 2 12 3 .Hr.anorarium perencanaan progl;arﬁ desa

2 2l 12| 4 anorarium narasumher-"‘ahli-’ir;struktur

2| 1]2]3 Belanja Modal

E18y 2Fa1d Bélanja Modal Tanah

bkl 1 ;l' B;elar_l__ja modal tanah )

2 talala B“'elanja Modal Sﬁfana Présam;lé éerkéﬁidran

2[1]2]3 2|1 "B:elanja modal primcn’iaplopfﬁiinter

2| 1| 2] 3] 2| 2] Belanjs meja kursi e

2] 112]3] 2| 3] Bbianja lemari

2|1]2]3]2]4 B'elanja filling cabinet

2 213125 Belanja rak arsip

2 2|3|2]s Bjelanja modal gedung kantor

2|12 3| 2|7 B;:Ianjamodal kendaraan dinas

2| 1]2] 3] 2] 8| Bblanja mesin tik

2{1]2]3]2]% —Belanja modal pcralataﬁ kantor lainnya

2 ‘ --2' 3 2!0 _;é;[anja'Mddal pérlengkapan kaﬁfpr lainnya

£ | Kegiatan Pembayaran Tunjangan BPD dan

4 4 Operasional BPD

2 :3 T ElE '_I'iEnJangan BPD

2]l 1f7] 1] Tunjangan KewaBPD

2| 1]3]1]7]2| Tunjangan Wakil BPD

20113011 7]3| Tmjangan Sekretaris BPD

2f!]341]7]4] Tunjangan Anggota BPD

2[1]3] 18| | UnngSidang BPD

2 13l2] | mBi:Ianja Barangdan.laga

2f1]3f2f 1| | Belana Bahan |

2 3[2] 1|1 Belanja Alat Tulis Kantor

ey 3 2 1|2 ”_B'ieian-_ia Peralatan Kantor

2| 32'_| 3 ;l_ép'laqja Perlengkaban“l-(antor ‘-

2 3[2]a] B:elnnja Cetak dan penggandaén-

2] 1[3]2] 4] 1| Belanja cetak dan jilid

2 3 72l  4-- 2 _:S;I:‘mja penggandéam‘fotocopy

2(1f3 2| 8| é_&lanja Pakaian Dinas

2 328 4 ;-ﬁ:elanja pakaian dinas anggota BPD

: . Kegiatan Pembayaran Insentif RT/RW
d,n Operasional RT/RW

2| 1] Belanja Pegawai .

2| 1]a]r]o| | msentif RT/RW

2| 4| ol .[n-sentif RT

21 [a [ o2 msentt Rw




2
211412 Belanja Barang dan Jasa
2| 1]4f2] Belanja Bahan
2{1p4)2(1|1| Belanja Alat Tulis Kantor
2l et ) 2 Bélanja Peralatan Kantor
21420 3 B;elanja Perlengkapan Kantor
214214 Belanja Cetak dan penggandaan
21 114[2]4] 1| Belanja cetak dan jilid
211412142/ Belanja penggandaan/fotocopy
211 [d]2]s Belanja Pakaian Dinas
2| 1]4]2]8]s Bélanja pakaian dinas RT/RW
Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tambahan
2irks dan Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala
Desa dan Perangkat
2[ 15| 1]3] | Penghasilan Tambahan _
21 fs|]3] '—F;-enghasii;,n Téiﬁbahan Kepala Desa
1] 5] 1]3]2| Penghasilan Tambahan Perangkat Desa
2lilslila Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa da:
Perangkat )
2] s{1]4]1 VT;.mjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
2{1]s|1]a]2 T:unjangan Akhir Masa Jabatan Perangkat Desa
: 'BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
5 DESA
21211 Kegiatan............... ( sesuai dengan RPJMDes)
202]1]2] | Bielanja Barang dan Jasa
2|2/ 1|2]| 1] | Belanja Bahan
2 2  1 _2_ Ly AI_ - Eig.lanja Alﬁt Tulis Kantor
2|21 2[4 “Brellanja Ce{ak dan penggandain
2|2f 1] 2| 4] 1| Belanja cetak danjiida
22| 2|4]2 B_elanja p;:;-ggandaan/foto-c:opyA
22| 1[2|n] [Upshtenagakesa
2]2[1]2[12] | Honorarium
2[2[1]2]12] 2| Honorarium pelaksana kegiatan _
2{2] 112112/ 4] Honorarium narasumber/aliinsirkeur
2(2]1 2]s -ﬂ.elanja Sewa Alat Berat l .
2|2 12 Si_éelanja ‘s.-e-wé-esl;évator ; =2y
2[2[ 1| 2] 5| 2| Belanja sewa dump track / pickup
2|2{1]2 5|3 MB.FeIm;ja séﬁa bﬁldozer i
317} [ S 4] Bltinja sowe ssooes wit
2[2[1]3] | | Belanja Modal
21211133 Belanja Modal Pembangunan sarana dan
prasarana tranportasi
2| 2] 13| 3] 1] Belanja modal jatan
221|332 éelanja modal jembatan
“2 2 1 ‘3 ‘3 —3 }?;élanja modal drainase
2|2 | 1K -.3-?4 ﬁélaﬁja modal gorong gormg
2'_ 2 I 3 '3::5 ___5elanja modal talud jalan




! 2 | 3 4 S
; ; 1
: Belanja Modal Pembangunan Sarana dan !
P40 e A S B : i |
Prasarana Produksi . i
212 ’. 3| 4| 1] Belanja modal dam/bendungan i |
2121 1[3]4]2]| Belanja modal irigasi ' |
2{2|1]3]|4]|3| Belanja modai sumur / sumur bor : E
212 1]3]4]4] Belanja modal bangunan gedung pertanian
J |
2121 1|3|4|5| Belanja modal peralatan pertanian
Belanja modal sarana gan prasarana
212113 # perekonomian
2{2|1|3|5]1| Belanja modal pasar desa
2(2f{1}3]5]2] belanja modai kios desa
: ‘Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana
212111316 sosial/keagamaan
21211134611 Bélanja modal pembangunan tempat ibadah
Belanja modal pembangunan sarana dan prasaranu
PP | penidican
2 2137 Belanja modal gedung untuk kegiatan pendidikan
2121113712 ~Belanja modal behan ajar pendidikan
212111317|3 Belanja modal peralatan pendidikan v )
52 05 MDY SN o (8% ‘Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana| i Se
2__ _2 : 73 ___ke;s_ehatanr
2 2 1 “3 & | Belanja modal bangunan untuk kegiatan kesehatan
2(2f113f _MBclanJa modal bahan kesehatan i -2
212113 : Belanja modal peralatan kesehatan =
a1 _ BlDANc PEMBINAAN KEMASYRAKATAN
2l i 3 ! p Kbg:atan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban F
213112 ] Bc!anja Barang dan Jasa _
2|3]2 Kegiatan ................ y A
a4l | BIDANG PEMBERDAYAAN MASARAKAT N s ;
2141 || Kegiatan F Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat et I
214f1f2 Belanja Barang dan Jasa Bl e -
2|4]2]" f _ngi_ggan. ...................... ) e _:_ e
3lal | BIDANG TAK TERDUGA SR E
21511 Kegintan Kejadian Luar BIasa =
2|s]if2f | | BelanjaBarang dan Jasa i W
COREEELT e ) e
JUMLAH BELANJA
i 3 i - SURPLUS / DEFISIT |
31 [ || | | PEMBIAYAAN L
Iy Penemmaan Pembrayaan
3] | SILPA
SRR VPencalran Dana Cadangan
33 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan
JUMLA




2 3 4 5
3 Pengeluaran Pembiayaan
3 ‘| Pembentukan dana Cadangan
H | Penyertaan Moda - _
JUMLAH N
|
TANREAL . .occosisnariarss
DISETUJUI OLEH
SANGAD! DESA....iimsummiins




IlI. RAB DAN BUKU PEMBANTU KAS KEGIATAN

A. RAB
RENCANA ANGGARAN BIAYA
5 S M BINCHIIRTAN . oo cooiivsiinrsmmmaissarrmmesas
! TAHUN ANGGARAN ................
R -1 R S R el S
2. Kegiatan : ..........conmiiiseinien.
3. Waktu Pelaksanaan :
Rincian Pendanaan
i 3 7 ~ HARGA s w
NO. URAIAN | VOLUME SATUAN | JUMLAH
| ! i (Rp.) (Rp.) |
e T = IUCHEUISBEUNSEN MU ERUE SR 5. 553 oo FCRRTRRR
:‘ : E . AN, N SO L. E S
SR e S _
| P e O | RSeRlss
e B e i 2 e
................. o SETIRIREL i v
Disetujui/mengesahkan Pelaksana Kegiatan

Kepala Desa

..................................................................................

Cara pengisian :
1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan kiasifikasi kelompok belanja

desa.

2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam
APBDesa.

kolom 1 diisi dengan nomor urut
kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.

i

kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar

orang/barang

7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.



Cara pengisian:

K00 1 QN G o

Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.

Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.

Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yvang diterima dari masvarakat.
Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.

Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja pegawai

. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
. Kolom 9 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
. Kolom 10 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.

Kolom 11 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

Pelaksana Kegiatan

B. BUKU PEMBANTU KAS KEGIATAN
. BUKU KAS  PEMBANTU  KEGIATAN
5 DL R e KECAMATAN......cccivecnenunen..
FAHUN ANGGARAN: . ..( | o i g
1. Bidang :
] 5 Penerimaan (Rp.) Pengeluaran(Rp.) : ‘
e s s Wambe L e 1 Bl i e e o Jumlah o
No. | Tanggal Uraian b st | Biadagn g B | Barany dan | Belania | Pengembalian ke | Saldo Kas (Rp)
: : i
i Bendahara ;, Masyarakat | | Pegawai Tt Modal Bendahara
A e e e S B R e e ol S et e i S R =
1 2 3 T 4 | 5 6 7 8 9 10 11
i oo W RGN, SRS WD SESUPR TN SR SOPIe TRt e (S NS 5
Pindahan Jumlah dari| . , 5
halaman sebelumnya i ' !
Jumlah T I ‘ = i il
e S et B St RS e I e S L R L L . (i i  me S R S L S T il = s SESESHESE S — ———
| Total Penerimaan ! | ' Total Pengeluaran
LT e B~ 2 g § v ? | Total Pengeluaran + Saldo Kas RN SR I e




IV. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DAN PERNYATAAN TANGGUNG

1.
2.
3.

JAWAB BELANJA
A. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
 SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP)

;o KECAMATAN ..oooeeveeoeeeoee oo

TAHUN ANGGARAN ................
T S S
T T

Waktu Pelaksanaan

Rincian Pendanaan

i i i o e -

| No.| uRaaw |  PAGU S D.YG  PERMINTAAN Sampar | SISA
] | ANGGARAN | "/ 17 SEKARANG | giymyn | DANA
L ' SIS NN . .. NN .. .. Rp) i Re) | (Rp.)
AN e E
| [ JUMLAH ’ i

............ ,tanggal ...,

Telah dilakukan verifikasi  Pelaksana Kegiatan
Sekretaris Desa

.....................................................................................

Setujui untuk dibayarkan Telah dibayar lunas
Kepala DesaBendahara

.....................................................................................

Petunjuk péngisian:

1

ool NN

gt

Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok
belanja desa.

Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan
dalam APBDesa.

Kolom 1 dengan nomor urut.

Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
Kolom 3 'diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar
sebelumnya.,

Kolom § diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.

Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.

. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.



B. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAR BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA .....ccovvieviviininn. IECNMATAN .o vanns samtemisnmmy siiisss
TARUN AWGGARAN . .onians

L ENORER P i i T
2 T T S
NO. | PENERIMA | URAIAN 77 JUMLAH |
(Rp. ) |
] - S i RIS SR S e
e e e
"JUMLAH (Rp.) ) g :

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir,
untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan

perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

........................................................................

Cara ‘
pengisian:
1.-Bidangfdiisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok

belanja desa.

2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan
dalam APBDesa

Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan helanja

kolom 4 diisi dengan jumlah belanja

LS

baris jumlah diisi jumlah keseluruhan



F. Format Penatausahaan

1. Buku Kas Umum 2
BUKU KAS UMUM
ISR et i A EECAMATAN . oGttt
TAHUN ANGGARAN ......coooiiianns
. JUMLAH SALDO
No. | Tgl. KODE REKENING - URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN NO BUKTI PENGELUARAN

A S (S e i {Rp.) KOMULATIF 20!

1 2 3 . A 4 s 5 6 7 e 8 % L B e
[y 5 T iy N TR i} BT (VR R T 2 Ty ]

MENGETAHLUI] BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA,

Cara Pengisian : .

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas

Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas

Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.




2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

PESK..c oo RECAMATAN .........occooeoiraiinamionsnnanie
TAHUN ANGGARAN ........
NO. PENYETORAN
No. | . TANGGAL URAIAN BUKTI SR (Rp.) s
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 e
e —
JUMLAH - e
................ 8 | OUIRNRERIER
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

KEPALA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.

Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.




3. Buku Pembantu Bank Desa

-

BUKU BANK DESA

MENGETAHUI
KEPALA DESA,

Cara Pengisian :

Kolom l1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 ditsi dengan uraian transaks:pemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 ditsi dengan bukti transaksi.
Kolom 5 diist dengan pemasukan jumlah setoran.
Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
Kolom 7 dusi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

1 R B B Al | R R S A
TAHUN ANGGARAN .........
=L 2 BULAN
BANK CABANG
REK. NO. B 1
PEMASUKAN PENGELUARAN
TANGGAL URAIAN BUKTI BIAYA ,
No. TRANSAKSI | TRANSAKSI TRANSAKSI SETORAN | BUNGA BANK | PENARIKAN | PAJAK ADMINISTRASI SALDO
(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 " RN T
el PR O S =
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI R e
| TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF & Gl T T AR TSRt RS

............. tanggal Lt e




A. LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDes (SEMESTER PERTAMA)

LAPORAN REALISAS] PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA

TAHUN ANGGARAN

KODE

REKENING

URATAN

JUMLAH
ANGGARAN
(Rp.)

JUMLAH
REALISASI
(Rp.)

LEBIH/
KURANG

(Rp.)

KET

/

3

4

3

SR D el
A7

i

w M

1

h_ Bangunan Desa

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa

_' Hasnl Usaha
Has:l Laba BUMDesa

Hasil Aset Desa

i Tanah Des.a -

| Tanah Kas Desa

| Tanah bengkokflungguh
5 Paéar Desa

alnie

g

|
}

lovnlwi o

n:n!n?uﬁm_mfnim.nrulului e

1
!
i
1
I

‘i imiid
EES'\a:m:q

(]
]

_.._.
—
w{w%u' ;
—

—_
-
[ ]

i
H

KIOS Desa

' Gedung Pertemuan Desa

Gedung Ola.hraga Desa
Bangunan Desa Lamnya

] Huta'n Milik Desa

: _'_Mata Air M:hk Desa

Pemandlam Umum

i ;_':Obyek rekrea51 Desa

L_._apql_'i_gan Desa

| Aset Desa lainnya

' S;vaélaya. Partisipasi dan Gotong-rq&qng :

: Swadaya dan Partisipasi
Gotdng royong

Lam»lam Pendapatan Asli Desa
__Pungutan Desa

Hasil penjuaian kekayaan desa selain tanah yang
diplsahkan

| Hasil pe[epaéan tanah desa tahun benalan -
j Bunga S;mpanan Uang di Bank

Pendapatan Tmnsfer
Dana Desa .

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

Alokasn Dana Desa

| Bantuan Keuangan dan APBD Provmsn

B.l;mtuan K.euangan dari APBD Kabupatenfl(otd

7 Pendapatan Lain Lain

Hlbah dan Sumbangan dari plhak ketiga )ane tidak

mengikat




-

6

Lain-lain pendapatan desa yang sah
Hasil kerja sama denggan pihak ketiga
Banman perusahaan yang berlokam d| desa ]

JUMLAH PENDAPATAN

7777777777777

-

' BELANJA

| BIDANG PENYELENGGARAAN

(FENERINIAHDESA =~
Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Kepala Desa dan Pemngkat Desa

: Belanja Pegawm

Penghasrlan Tetap Kepala Desa dan Perangkat
Penghasilan Tetap Kepala Desa _
Penghasilan Tetap Perangkat Desa

Penéhasilan Tetap Staf Desa

_Tunjangan Perangkat Desa

Tunjangan Kepala Desa

-_Tulnjaﬁgan Kesehatan
| - Tunjangan Kecelakaan
- Tunjangan Kematian
- Ttmangan Lain lain

i Tunjangan Pcrangkat Desa
|. - Tumjangan Kesehatan

_- Tmjangan Kecelakaan
| - Tunjangan Kematian _
- Tumangan Lain lain

[ 5]

;o\iasfa\;
H ]

X Turuh.ngan Penjabat Kepala Desa dan Perangkal
: Tun;p.ngan Penjabat Kepala Desa

_,AT.‘E’.‘J'}F‘.E_“_‘_PE“W’"‘, Perangkat Desa

. Tunjpngan Pengelola Keuangan dan Aset Desa

i } )
SRR N RS TN

vl

S N R RN

PR—

— |

(SRR SRE SR SN SN SRS
|4 i

Tunjnngan Bendahara Desa 7
Tunjnngan Pembantu Bendahara Desa i

‘Tunjangan Pengurus Barang Desa
“Tunjangan Pembantu Pengurus Barang Desa

Kég!aran Operasional Perkantoran Desa

| Belanja Pegawai
| Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa

Opgfasional Kepala Desa
Operasional Perangkat Desa

_ B_el_glj'nja Barang dan Jasa

Belanja Bahan
_Belanja Alat Tulis Kantor
Belama Peralatan Kantor

Belanja Perlengkapan !\amor
Belanja Bahan dan Alat Pembersuh

Be!anja Bahan dan Alat Lnstnk
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/ 2 3 4 ]
G2 rail Belanja Jasa Kantor
2| 1|2f2f2]1 -BeI;inja Telepon / Faximile
2| 1{2]2]|z2|2| Belanja Air (PDAM)
20122 2|3 .Belama Listrik -
2{1]2)2]2]4 'Belanja Langganan Internet i ]
2t ?ngi:i-?;_-SH:LBelan‘}aSurat Kabar/ Majalah T RN
2 T1212)1216f Beldnja Paket/Penglnman ; i i
-ZTI- 2|2]3] BelanJaPemehharaan T e Je
2{1]2f2|3]1 Belanja pemeliharaan bangunan dan atau geduna i i
2| 1] 2] 23] 2] Belanja pemeliharaan peralatan kantor e
2| 1] 2]2]5 73_"B_;.lanja pemeliharaan perlengkapan k kantor ] o B
12l 2] 23] Belmja pemeliharaan computer/laptop/pnnter e : . B b
2| 1|2]2]3]s Beianja pemeliharaan kendaraan dinas A 355 :
"SR rl -BelanJaSuku Cadang 7 BTN, Sy O
- e B Belanja Jasa Service Kendaraa.n Dmas Al 3
; - Belanja Jasa PajakaTNK v
2{1]2]2]3]s 'Belan_;apemehharaan taman Sk 5T N
2 *I : _2" _3 7 Belan_]a pemeliharaan sarana dan prasarana i e ] s
trankportasl
2] if2 2[5 8 rodue i o :
; I 2 203 9' _ Bclanja pemehharaan sarana dan prasarana
]| || perdkonomian et g i ;
al1l2l215l10 E:;a:::: a;:;:lmehharaan sarana dan prasarana sosial
U A1 41| | Bélanja pemeliharaan sarana dan prasarana §
202121310 pendidikan
1 UL 1211, .| Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana i e =
nzi 2__2 i 12 kesehatan
2 1|2 213 13 Belanjapemehharaan lainnya
2| 1224 Beianja Cetak dan pengg{mdaanj - -1
(2]1 2q? 4| 1] Belanja cetak danphd _
2 122 41201 Belanja penggandaan,totocopy o . )
?_ ! 5'2 _.E; _ Belanja sewa perlengkdpan dan peralatan kamo' I N N
v 12 2 6 1 ;Belanja sewa meja dan kursi
2 lh 2 “2 6 2 ?iel;nja séwa‘ten;ia/kanopi
2] 12[2]6]3] Belanja sewa soundsystem
afitalald) ﬂeiiﬁja Mahnm dan M'i'numan .
£l 1| 2]2 i Beianja makanan dan minuman rapat _
(2] 1 22 712 Belanjamakanan dan mmuman'pemnjéuan R i T :
? l; _2 ‘2 :[ "3 Belarua makanan dan minuman lainnya "__F it )
2[1]2]2 o} Bela,n_}a Pakaaan Dfnas i Y
2 2l alegt Belanja pakalan dmas Kepala Desa i __ -
2| 1] 2] 2] 8] 2 Beianja pakaian dinas perangkat Desa 5 2
211228 | Bl paaion aimas s Desa R e
21142 29_~~ Belarua Perjaianan Dmas e _:‘w ! ¢
2 12]2]9 _1.-~Belanja perjalanan dinas ke Kecamamn % R 5
!2 Iu 2~2 -9 2 Beldnja perjalanan dinas ke Kabupatenfkota
_2 : 2“_2 9- 3 Beldnja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi =
2| 1|2]2] 2| | Belnjo peoaran iva o o omrprovinss | | | |
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2122110 Beldnja Bahan Bakar Minyak (BBM)
2| 1]2] 20 Upah tenaga kerja S
2 l 2 212 : Honoranum -
2| 1]2)2]12] 1 Honorarlum pege!ola keuangan desa ik s
2{1]2 2|12] 2 Honorarium pelaksana kegiatan
2{1]2]2]12|3 .Hon;orarium perencanaan program desa G0 =
2#1 2 2]12| 4 -ﬂdn?rariﬁmlnarélsumber/ahli/inswuktur
2[1]2)3] Belanja Modal e -
2|12 301 Belanja Modal Tanah
2|12 -I' 1 Belanjamodal tanah
21112132 Belanja Modal Sarana Prasarana Perkantoran
211123 2 I | Belanja modal printer/laptop/printer i
21 112]3]2] 2| Belanja meja kursi !
af1]a]3]2]3 .B‘éianja lemari )
2| 1]2[3]2] 4| Belanja filling cabiner ,
2[1]2]3]2 S_Belanja rak_z;;sip
201]2]3]2 6 ”B_-ellén-ja modal gédung kantor
2[ 1] 2[3|2] 7| Belanja modal kendaraan dinas | )
2{1]2]3|2] 8] Belanja mesin ik ;
2{1]2]3]2]9 B.él;}\ja fnoﬂal peralatan kantor lainnya ' e
Zyn 2 3 2|10] Be]anja Modal pe-rlengkapan kantor Iiainnya '
| Kegiatan Pembayaran Tunjangan BPD dan 3
21113 Operasional BPD i
HEEIRNE ATVurﬁrangan BPD 3
AREIRE 1| Tunjangan Ketua EPD .
T 31|72 Tunjangan Wakil BPD
2|1 |3f 1] 7]3s] Tunjangan Sekretans BPD : I s 3
2[1f3]1|7]4 Tunjangan Anggota BPD
2ffs]ife] | U siseng 50 e
2[1[3]2 E Eie[iﬁja Barang dan Jasa ¥l .
213 2f1] Belanja Bahan " :
2L ; w2ﬁ_1_ l Belanja Alat Tulls Kantor B . __“._.._k,, I ]
2PELE3 1] 2 Belanja Pera!amn Kantor =
20 113]2]113] Belanje Perengkapan Kantor ok SRl e
2[1[3]2}4 Benm,a'EeEak”E;EB;ng"gEn&;Q{__’f_""""" e e s
2|1]3(2/4 Beklgnjacetgk.dan jilid _ - e S i
1]3]2]e 2 Bel;r_lj-u-;-)enéga‘n?d_;ﬁfotoéppg.__-_.__; g iy
2{1]3]2]s Beum;}:}k?aﬁ'i)];{;s PR T ety Mg
:2 NEE :,é_.:i ~—Btaltn_]apalu:mndmasJanggi:ttaﬁl;’,l?D : H; :_ el N
:; ¥ g Kegiatnn Pembuyaran Insentif RTRW dan| |
Ll L b4 | | Optrasioast RT/RW | |
2111411 BelinJaPegawal BeRe s ; et
2] 14| 1] o] [ msemit RT/RW : e r &
2{ 1] 4] 1]9] 1] insentif RT L ;
2[ 1] 4] 1|9 2] meentit RW ol o 2 e o TRl s
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Belanja Barang dan Jasa
_ Belanja Bahan
i BelanJa Alat Tulis Kantor

HE ST SR S

112/ Belanja Peralatan Kantor

S S
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rBelanJa Perlengkapan Kantor

L
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5 _Belan_ja Cetak dan penggandaan ” - |
| 4] !| Belanja cemk dan jilid

LSS BN -
B

H I
[ ]

Belanja penggandaan,’fotocopy

[ 8]
.o

‘ : |
Belanja Pakaian Dinas 5
2| 8 5| Belanja pakaian dinas RT/RW !

Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tambahan |
dan Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala De<o |
dan Perangkat

s Penghasilan Tambahan '
I'{ 3| 1] Penghasilan Tambahan Kepala Desa |
132 Penghasllan Tambahan Perangkat Desa

Tumangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan
- Perangkat

- 4 1| Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
1{4]2] Tunjangan Akhnr Masa Jabatan Perangkat Desa

| BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN |
DESA |

Keglamn....l.: .......... ( sesuai dengan RPJMDes)

) Belanja Barang dan }asa
bE Belan_;a Bahan

i
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1| 1] Belanja AiatTuIls K‘antor iy

Belhnja Cetak dan penggandaan
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Belanja ceta.k danjihd

2_. Belanja penggandaan/fotocopy
IVI‘ Upah tenaga kerja

12 Honoranum

[ Honorar:um pelaksana keg:atan -
 Honorarium narasumber/ahinstruktur

L

! : L H
1 ¥ ] ! ¥ : U [
IR IR IR ININININ (NN
v % [] T 1
Rl Rl R B
- :—‘

o
Eh;m;

: éélﬁnja SeWa Alat Ilaerat'
Belhn_]a sewa eskavator

Belnnja sewa buldozer

1 !
iy '
iminlinioio!
K 1 ¥ ¥
;«h.‘uFN|—.

¥ I

Be!an_la sewa stoom wals

~ |
»

S
L]

SR R R o

Belanja Modal Pembangunan sarana dan prasarana
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Belanja modal _;alan

Be!an_}a modal Jjembatan
Betnnja !Tlodal dramase

Belnnja modal gorong gorng
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JUMLAH]

/ d | 3 4 5
i 0 - | Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana ;
2121113 4] | Produksi |
212|1{3]4] 1| Belanja modal dam/bendungan %
212 1|3]4(2] Belanja modal irigasi |
212|1]34]3| Belanjamodal sumur / sumur bor ‘
212111314/14] Belanja modal bangunan gedung pertanian '
2 _2 1134 r_s_ Be_lgnja modal peralatan pertanian
20211135 Belan_la modal sarana dan prasarana perekonomian . 3
2121113f5)1 __Belanja modal pasar desa p
2121 113]5|2] belanja modal kios desa %
‘  Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana
2131 FE1 316 :
o sosial/keagamaan _ 5
2(2]|1]3|6] 1| Belanja modal pembangunan tempat ibadah
.| . |.1.1 | Belahja modal pembangunan sarana dan prasarana =41
L e B pendidikan
21211}3 7 l | Belanja modal gedung untuk kegiatan pendidikan 3
212]1 7|2 | Belanja modal bahan ajar pendidikan .
_2' 21 03 ___Belghja modal peralatan pendidikan =
% % Belahja modal pembangunan sarana dan prasarana " -
UL || esehatan
212] 43 Belanja modal bangunan untuk kegiatan kesehatan
2121113 Belanja modal bahan kesehatan
2|2 13 Belanja modal peralatan kesehatan
fid B BIDANG PEMBINAAN KEMASYRAKATAN
2 3 l | | | Kegiatan Pembinaan  Ketentraman dan Ketertiban
21312 Belalua Barang dan Jasa
2 H.‘j 2 : 3 Kggiatan'. ..... Sa ey ERE o, Fe e A
DoSuEn ml}g\NG PEMBERDAYAAN MASARAKAT e e SR
ieid)l 50 - ‘Ke_giqtfm Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat < i > ¥
2(af1]2] Belanja‘Barang dan Jasa = :
2 4 1 Keglatan ....................... 7 i N _: _'_
2[s| | | | | BIDANG TAK TERDUGA
215(7 y Keghmn A’ejndlan Luar Blasa
2150102 Belanja Barang dan Jasa :
2|s]2] | | | Kegistan .... A =
JUMLAH BELANJA
et 29 ki SURPLUS / DEFISIT e
3l ' PEMBIAYAAN
241 Penerrmaan Pembiavaan
4 = = |
JRE4A S | SILPA | % NI o
312 Pcncg__:ran Dana Cadangan P
3113 | Hasil I\ﬂkayaan Desa yang dlplsahkan
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12 Pengeluaran Pembiayaan | l
|2 | Pembentukan dana Cadangan i
2 Penyertaan Modal ‘ l
i JUMLAHl

DISETU Ui OLEH
SANGADI DE3A
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(SEMESTER AKHIR TAHUN)

PELAKSAN AAN APBDes

B. LAPORAN REALISASI

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN

PEMERINTAH BRI o uimaminmennsmtiness
TAHUN ANGGAR;\N .......
e —
KODE : LEBIH/
URALAN ANGGARAN REALISASI \ KURANG
REKENING - (Rp)
GRS " 2
1 .PENDAPATAN
! Pendapatan Asli Desa

Hasil Usaha
Hasil Laba BUMDesa

Hasil Aset Desa

| Tanah Desa

Tanah Kas Desa

Tanah bengkok/ luﬁgguh

pasar Desa

Pasar Hewan

‘i?'.‘am—gunan Desa

: _K-io‘s-Des;é'

' G-éaun-g _i;énemhan Desa o

| Gedung Olahraga Desa ey
Bahgﬁnan Desa Lainnya

| otan Milik Desa

I Mata Air Milik Desa
pemandiam Umum

: bﬁj_ek rgkreaéi Desa

e !.apangan Desa 3
_ Aset Desa lainnya

'k ‘_§w_adaya. Part_isipasi dan Gotong-royong

= Swgdaya dan Partisipasi

Gotong royong

-Lain-lain Pendapatan Asli Desa

pungutan Desa
- -t-Hasil penjualan KkeKayaan desa gélain tanah yang

| dipisabn
_ ‘Hasill pelepasan tanah
Bunga Simpanan Uang di _Banl_.c

desargah_un berjalan

| | pemdapatan ranster
' Dana Desa sA L e

Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
| AlokasiDma Dese ____ il s
| Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
| Bantuan Keuange? dari APBD Kebupaten/Kota
~1 Pendapatan Lain Lain T
Pﬁbﬁi'aﬁsﬁm dari pihak ketiga yang tidak |
mengikat

B
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Lain-lain pendapatan desa yang sah

Hasil kerja sama denggan p1hak'ketiga

Bantuan perusahaan vang beriokasi di desa

JUMLAH PENDAPATAN
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- Tunjangan Kesehatan

™

BELANJA

BIDANG PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DESA

Aﬁe'.r;lbaj’a;én Péﬁghéviian -Te'raj; dan ‘fa;hjanga;f

Kepan Desa dan Perangkat Desa
Bev’an}a Pegawaa e B
Pep_ghasﬂa_n Tetap Kepala Desg dﬁnvl_’_gran_glsat

[Penghasilan Tetap Kepala Desa

~ Penghasilan Tetap Perangkat Desa
Penghasilan Tetap Staf Desa

VT."unjangan Perangkat Desa

anjangan Kepala Desa
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjanggn Kecelakaan

- Tunjangan Kematian
- Tunjangan Lain lain

Tunjangan Perangkat Desa

s }'un_j_ar;ggn Kgcgtakaan

. Tunjangan Kematian

- Tunjangan Lain lain

Tunjaman Penjabat Kepala Desa dan Perangkat
Tunjangan Penjabat Kepala Desa

Tun_langan Penjabat Pcrangkat Desa '

Tunjangan Pengelola Keuangan dan Aset Deqa
T#pjangap Bendahara Desa

Tunjaﬁgan Pembantu Bendah&ra Desa
_Tunjangan Pengurus Barang Desa )
Tim_;angan Pembantu Pengurus Barang Desa

K_cghmm : Qperas!onal Perkantoran Desa

Belanja Pegawai

Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa
_‘Qperasp'onal Kepala Desa

Operasional Perangkat Desa

| Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan \
_Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Peralatan Kantor

| Belanja Perlengkapan Kantor
Belanja Bahan dan Alat Pembersnh
Belanja Bahan dan Alat Listrik

Belanja Benda Pos (perangko,materai dan lain lain)
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‘Belanja Jasa Kantor

Bclanja Telep‘&n / Faximile
Belanja Air (PDAM)

Belanja Listrik

Belanja Langganan Internet
.Bélanja Surat Kabar / Majalah

Belanja Paket / Pengiriman

Belanja que_iiharaan‘ )

Bélanja pemeliharaan bangunan dan atau gedung
'.B'blanja pﬁfnefiha}aan peralafﬁﬁ k-antor
Bplanja pemeliharaan perlengkapan kantor
BelanJa pemehharaan computer/laptop/pnnter
~Belanja pemeliharaan kendaraan dinas

- BelanJa Suku Cadang _

- Belanja Jasa Semce Kendami; Dtnas :

- Belanja Jasa Pajak/ STNK 1 >
lBelanja pcmehharaan taman

Belanja pemeliharaan sarana dan 'prasarziﬁa
transportasi
| produksi

Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana

perekonomlan
Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana sosial /

keagamaan

Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana
_pendidikan

Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan

Belanja pemehharaan lainnya

Belahja Cetak dan penggandaan

Belanja cetak dan jilid

Eélt_ahja pénggand_aam’fotocopy

-"Eglah__i-ﬁ §§wa péf_iengkapari dan ﬁéralalan kantor
‘Belanja sewa meja dan-l;ﬁrsi J "

;Ei_é'lan_j'a sewa teﬁdafkanopi

Belanja sewa soundsystem

Belanja Makanan dan Minuman
_Belanja makanan dan minuman rapat

Belanja makanan dan minuman peninjauan

i 0]

el
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Belan_]a makanan dan minuman lainnya’,

N;M;!MIM?
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Beian_]a; Paicamn Dmas . .
Belanja pakalan dmas Kepala Qesa '

T
|

iu‘.
jo0 oo oo

i
1

-

SRS R YRR TR TR
2 r s
SRR

-

|

LS

[ ]
5]

L]
G0,
L =]

Belan_]a pakaian dmas perangkat Desa _

- v w0 o

Belan_]a pakaian dmas staf Dgs_g :

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas ke Ke.camatan
Belanja perjalanan dinas ke Kabupaten/kota

Belanja perjalanan dinas luar daerai dalam provinsi

‘Belanja perjalanan dinas luar daerah luar provinsi |
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222110 Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) e

2] 3[11] | Upah temaga ke T,

2[1]32[ 22| Honorsium o)

2 '1‘ 2 i 12| 1 ml:{bnorarih}h pegelola keuangan desa - 3
2|1]2]2 12| 2 h'l;-ibﬁor;'irl.l—r.nmp.efaksané .I-ceg'iétan :

S22 12 -H(‘)norarium perencanaan program desa

2| 1|2]2]12| 4 anorarium narasumber/ah!i/in;iruktur

2kilzls Belanjz Modal

21112)13]1 Belanjz Modal Tanah

2| 1{2f3]1] 1] Bbtanja modal tanah

2[1]2]3]2 Bélanja Modal Sarana Prasarana Perkantoran 5 fo

i 113 3l 2] .B'elanja n‘m-odalrprimer‘Iaptopf'pfinter

20112]13(2|2]| Belanja me;ia kursi

2| 1|2[3]2]3] Belanja lemari

2| 1]2]3]2]4] Belanja filling cabinet

2| 1]2]3]2 5 | Belanja rak arsip

2(1]2 312 6| Belanja modal gedung kantor

2] 1] 2] 3] 2] 7| Bbianjamodal kendarasn dinas ’ i

2[1]2]3]2]s| Belenjamesineik A

2|12 3 2(9 VIB;Ianja modal peralatan kantor lainnya

2 l 2 3~ 2 10| i}eianja Modal per!engképan kan_zbr lainnya :

: Kegiatan Pembayaran Tunjangan BPD dan

o L Operasional BPD

2|1 IR E Tunja.ng-an BPD .

2|1 HRE | Tunjangan Ketua BPD

2] 1]3]1]7] 2| Tunjangan wakil BPD

2 1R K 3 ;I-"L.xﬁjang-an Sékretaris BPD i “Fe ]

2 ‘l 3 1{7]4 ‘T.unj.ang.axhl Anggota BPD = g .

2rilalin]s Uang Sidang BPD 5

2[1 - ETH & “B'elanja Barang dan Jasa 3

2 0 2] -‘B§Ianja ééhan

2| 1{3]2|1] 1| Belanja Alat Tulis Kantor % :
21 3 l2- 1|2 'ée-h-mjaP_eralatanKantor . PR i

2[1]3]2 i hi!;laﬁj;P;rl‘engkiépa'n Kantor

2|13 2|4 .Bellanja Cetak dan peggggnc_iaég_h ) B = i 2
2| 1]3]2] 4] 1] Belanja cetak dan g - L ot el
2{ 113 2] 4] 2| Belanja penggandaanfotocopy By 1 =
2] 1]3]2]s Belanja Pakaian Dinas oot g st o A
2| 1]3]2]8]4| Belanja pakaian dinas anggota BPD LN D e
l1lel | | | Kegiatan Pembayaran insentit RTRW dan|

: OperSsiomsi RTRW =~ = -

514 1 _“-Ee-lanjna Pegawai AR - i |
2 1] 4| 1]9] | mnsentif RT/RW I
2| 1] af1]o] 1 -—l;senﬁf i}T Ehr S SoagnitnaniCle ¥ s SR
2| 1] 4] 1]9]2| msentift RW B
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2111412 L1 Belanja Barang dan Jasa i SRS r =
214 20 Belan_nBahan . | 1 e
9 “l: i; lijl | rl_ LL?B}@I‘UB Alat Tulis Kantor et A
2|1 2| 1] 2| Belanja Peralatan Kantor ool T
2| t]a]2]|1]3 Belanja Perlengkapan Kantor
212 ) o || neana Ceta dan penggnan who 2
2(1141214] 1] Belanja ce:ak dan jilid
2 -iA 4 2_7 _4 :; iBiéIanjaVpéir‘lggandaan..-’fmocop) I
2| 1|4]2]s| | Belanja Pakaian Dinas [
-2- ,[.& .4 2 ‘8 5 -Bélan_ia pakaian dinas RT/RW
Keglatan Pembayaran Penghasilan Tambahan ,
21 7ls dan Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa | |
dan Perangkat |
2l 1]s|1]3 Penghasilan Tambakhan |
2{1]s] 3 Pénghasilﬁ't Tambahan Kepala Desa
2(1 51113 2 ‘Pe_.nghasirlm Tambahan Perangkat Desa : |
2l ilsli]a Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dar '
Perangkat 7 |
2{1]s]1]4 I T:unjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
2| 3 51142 Tunjangan Akhir Masa Jabatan Perangkat Desa
sk BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUN AN
¥ e A | DESA
21211 Kegiara s dersienbrinh ( sesual dengan RPIMDes)
2 "2_ 2] BelanJa Barang dan Jasa | E
2_2 1 2|1 Bélanja Bahan _
202 1]20 1] 1) Belnja Al Tuls Kantor i ;
‘_2 hi tfalel helan_;aCetakdanpenggandaan sy P e
2(2]1 K Belanja ce:ak dan jilid I iy SRR s ST ek
2]2]1]2]4 2 Belnnj;penggandaanffotoéompy_m G | S e A
212(12]1 Upah tenaga kerja A T T PN el
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| Pengeluaran Pembiayaan
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. VI. RANCANGAN E:’ERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU KECAMATAN ........oc0ovi..
PEMERINTAH DESA .............ccoovnueee.

RANCANGAN PERATURAN DEBR. i
ROMOR .......... TAHUN..........

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
' TAHUN ANGGARAN ........

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALADESA ......ccoiivmmivion

. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kota
A Kotamobagu Nomor ..... Tahun .. tentang ..................., Kepala
Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisas: Pelaksanaan Anggaran Anggaran
" Pendapatan dan Belanja Desa .. ............. Tahun Anggaran; ......
Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inconesia Nomor 5495

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa,

S. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor ... Tahun 2015 tentang
~ Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Desa

6. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor.............. TOUN Lo
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...ooconnnnrernes dan
KEPALADESA ........coooivnee

MEMUTUSKAN
Menetapkan . LAPORAN PERTANGGUN GJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA .....ciiemmmninnne TAHUN
ANGGARAN 20........
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... dengan rincian
sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa RO oo

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa FEp. ..........

b. Bidang Pembangunan o TR
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan P ireunsiond
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat RO
e. Bidang Tak Terduga RYb: o aneiinta
Jumlah Belanja - NI
Surplus/Deﬁsit 3. R e

Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan BB .oscininns

b. Pengeluaran Pembiayaan Bb: .oiieens

Selisih Pembiaya-an (a-b) . 2 .- AR e
Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dlmakaud Pasal 1, tercantum dalam lampiran

Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran [ : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
| Tahun Anggaran .............. :
2. Lampira.ni II: Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember...
2. Lampiran II: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke
desa.
Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- TR

- e B!



Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ..............
Ditetankan @t o
Pada tanggal .................
EEPALA DESA ....ivimmmmin

Tanda tangan

( NAMA)
Diundangkan di Des& ..........ccoonuien pada tanggal
SEXRETARIS DESA ...i..cciiiiniien
Tanda tangan
(NAMA)
LEMBARAN DESA........c..couuen. TAPIUN iavviinsisn NOMOR .........

Peraturan

ey



Nomor
Tentang :

' Lampiran [ Peraturan Desa
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Realisasi Pelaksanaan APBDesa
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__B%_e_lanja Bahan
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'___Bi_élanja Perlengkapan Kémor
Belanja Bahan dan Alat Pembersih
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/ 2 3 4 5
Q121202 Belanja Jasa Kantor g &
2| 1|2 2|2]1] Belahja Telepon / Faximile 2
2| 1]2]2]2] 2| Belanja Air (PDAM)
2| 1|2]2]2] 3] Belanja Listrik _ il
21112]2]2|4] Belanja Langganan internet
2{1f2]2]2]s Be!anja Sural Kabar / Majalah
2“ 12]2]2 6 ~Belanja Paket/Pengnrlmnn g
2]1]2]2]3 Belanja Pemeliharaan
2| 1]2]2f3| Belanja perﬁeliharaan bangunan dan atau gedung =
2(1{2]2]3]2 Belanja pemeliharaan peralatan kantor %
2|1]2 2|3]3] Belanja pemeliharaan pertengkapan kantor
2| 1]2]2]3]4 Belanja pemehharaan computerﬂaptoplpqn_;er ol e o
2| 1]2]2]3]s Belanja pemeliharaan kendaraan dinas 7 ___ s -
BlGA S S - Belanja Suku  Cadang

i e Belanja Jasa Serwcc Kendaraa.n Dmas | ¥ A
1Ll || | -Betanjatasa Pajak/sTNK " T
2| 1]2]2f3]6 -Belanja pemeliharaan taman
2 | I. : 2—_ zu ; 7 Belanja pemeliharaan sarana \ dan brasarana s 3 :
transportas:
2 1]2]2]3| 8] prosussi:
al1l2]2l3lo Belanja pemellharaan sarana dan prasarana T e :
: . .| perekonomian e e S 5
alil2lalslio Eelanja pemeliharaan sarana dan prasarana sosial
eagamaan
sbslslalshi Belar‘ljg pemeliharaan sarana dan prasarana
pendidikan
al1l2l2ls 2' E::::i:azemeliharaan sarana dan prasarana |
2 .__I 2 2 3 13 I:Bélanja pemeliharaan lainnya é
21 2|24 Belanja Cetak dan penggandaan
2112 4| 1| Belanja cetak dan jilid
21112 _4 2| Belanja penggandaan/fotocopy
2 1]2]2]e Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor
211p2(2)6]1 Bclanjz; sewa meja dan kursi
211({2]2]6]|2| Belanjasewa tenda’kanopi
abth2tzlela Belanja sewa soundsystem l
201 2| 2|7 Belanja Makanan dan Minuman I
2 (1]2(2)7 1| Belanja makanan dan minuman rapat
2012 2 7 2 _Pé!anja makanan dan minuman peninjauan
211 (212 i 31 é;‘laﬂja mhkanan -dan minuman _l?_inn}.fé‘- . = e i Z,
5__ _1 3]a] 8_ Belan_;a Pakalan Dmas N o
2l1]2]2]18/)1 Belanja pakalan d-mas Kepala Desa E o
(2] 112(2]8)2 Belanja pakaian dinas perangkat b;;a— J SR e
211({212|8]3 Belanja pakaian di dinas staf Des;m_ﬁ ¥ ‘- hy :_— _:_ > X
2|1]2)2]9| | BelanjaPerjalanan Dinas Pt v i ]
2] 2]219 Ll__ Belanja perjalanan dinas ke Kecamata'x 7 : —_ ‘ :
2010 2* 21912 Belan_;a perjalanan dinas ke Kabupaten/kota B oL, S s
__72' rl. 2 2 9 __3 | Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi - o
2L 2] 21514 Belanja perjalanan dinas uar dasrah lar provinsi | | T
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2 212110 Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) : z
2] 2] 20| Upah tenaga kerja . S
2(1{2|2[12| | Honorarium |
2 2| 2|12 I”Honorariun-'l pegelola keuangan desa W e 3 5
21222 ZMi-ic.moral;iuAr.ﬁ ;;él;isana kegiatan
2' | 22 -1-2 3_1 "Hc'norariﬁm perencanagnf[pg_l:am_rdega : jeoat
2 2 2 “I:.’ : 4 .Hdnorafiti'm narasﬁmbér/ahli/insﬂt;pktyr Ty s i
2|1|2]3] Beinnja Modal 3 Yo
2[1[2] 1] | oo Moo T SR oo oy
2 213 11| Belanja modal tanah
2 | {2]3]2] | Belanja Modal Sarana Prasarana Perkantoran T e
2 2|3 2] 1| Belanja modal printer/laptop/printer
2| 1f2]3]2]2 Belanja meja kursi =
2| 1|2 3] 2] 3| Belanja lemari
2|1|2)3]2]4 Belanja filling cabinet | _
212 32 s B_élanja ral; arsi'p' [
2 2|3|2]s6 Be;lanja modal gedung kantor
2 2132 7 _ li?:,el!anja modal kendaraan dinas i
2 2|31 2|8/ Belanja mesin tik |
21 2 3 “2 -9.““Beulanj:'.“ mo;:la! peraiatan kantor lainnya J
2 ‘ 2 3 . :2 I0 _& Bf:fﬁnjé\ Médal perlengkapan kantor lainnya .

| Kegiatan Pembayaran Tunjangan BPD dan
‘ < Operasional BPD
2“ 3]s ”“.V"I.'l;jaﬁga-mﬁBPD -
FIRBRE lhﬁmjarigari Ketua BPD
2[ 1|3 1] 7] 2] Tunjangan wakil BPD
2 3 1 73 Tun_iaﬁgan Sekretaris BPD B
2| 3 1] 7]4 -Ti';njangari Anggota BPD
2[1]3]1[8] | Uang Sidang BPD 0
2 xH Belanja Barang dan Jasa i ;
2|1]3]2] 1| | Belanja Bahan
2 5] 2 8 Be]anja Alat Tulis Kantor
2 afalifa Bélanja Peralatan Kantor
2131241 3 VB_E_Ia.nja Perlengkapan Kantor
2 3 214] Belanja Cetak dan penggandaan
2| 1]3[2[4] 1] Belanja cetak dan jilid ;
2{ 11312} 4]2| Belanja penggandaan/fotocopy
2|1/3]2|8] | Belanja Pakaian Dinas iR
2| 1]3]2]8| 4| Belanja pakaian dinas anggota BPD S
2114l | | | Kegistan Pembayaran tnsentit RTRW aan| | L

' i nhor bR P TR ERERU O
2 411 Belanja Pegawai
2 411}9 lnse_ntirf ET/RW B 2F e e S
2[1faf1]o] 1] msenit T~ T TChR Sl g
afrfelugsfa] msenit RW B A R T o




/ by 3 4 5
2(114]2 Belanja Barang dan Jasa
2| 1|4]2]| 1| | Belanja Bahan |
21 |al2] 1] Beianja Alat Tulis Kantor i
21 1|4|2]1]2]| Belanja Peralatan Kantor
A NINE Belanja Perlengkapan Kantor
2| 1]al2]4 Belanja Cetak dan penggandaan i
1fa 4|2 a1l Eel.anja cetak dan jilid
2| 1]4]2]4]2 Belanja penggandaan/fotocopy i
2| 1]a]2]8]| Belanja Pakalan Dinas : i
2 1] 4 2 -78 5 - Beianja pakalan dmas RT/RW .
| Kegiatan Pembayaran Penghasilan Tambahan i B
2l dan Tunjangan Akhir Mase Jabatan Kepala Desa |
dan Perangkat !
ANEINE ‘ Penghasilan Tambahan
2 1)s|1f3] Penghasilan Tambahan Kepala Desa
AN EIREE 'Pernghasilén Tambahan Perangkat Desa ‘
alilslila Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa dan
Perangkat
afils|t]e]r Tunjangan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa
abifs]ile]a2 Tunjangan Akhir Masa Jabatan Perangkat Desa :
. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN K i
DESA
21211 Kegiatan................ ( sesuai dengan RPIMDes)
2{2]1 B.clanj.a Barang dan Jasa 7
2|2{1]2|1| | BelanjaBahan
E, 2 _-I__ 2 -};_‘_l_:-f-i-elanja Alat Tulis Kantor : £ :A__ : g |
2 2] —2* b ti L’:q}gp_;a Cetak dan penggandaan Betiri o e [ e
2[2[1f2]4] 1] Belanja cetak danjilid 1 Nl B EnR
2| 2] 1] 2] 4] 2] _Belanja penggandaan/fotocopy : : . %
2|21 2|n] |t 'Upah tenaga kerja R Iy T R
2 2_ 1 2!2 5 Honorarium : N
2— 2 _‘1_ 2 l? -2 Honorarium pelaksana keg:atan i 5 - - ;
2] 2] 1] 2]12| 4| Honorarium narasumber/ahliinsiruictur _ AT LR e
S B B vl e a Sn bl e o s e S i Sfeas] 5
2|2]1|2]5]| | BelanjaSewa Alat Berat
21211121511} Belan_]a sewa eskavator s Sk 4 Rl
212|1/2)5]2]| Belanja sewa dump track/plckup 2iaabis £ 1 :
2 2ﬁ 5151 5-3 ~—Belanja sewa buldozer s
221254/ Belanja sewa stoom wals & M
2|2f1]3] Belanja Modal :
2l2 T 3 ‘3 Belanja Modal Pembangunan sarana dan pmdrana SIS T I P
: | §7 Bl s tranportasn
2 ? 113[3| 1| Belanja modal jalan . B e
23*1 K f Belanja modal jembatan
2 2 ‘1_1_;3 3 —3 'ée_lanjn-rﬁodal drainase B
2 2_ -_I. 3 *34 -_B'ehinja.mddﬂ gorong”gorng T N ) Sof
21211335 | Belanjamodal taludjalan PR e :




i} 2 3 4 J 6
Belanja Modal Pembangunan Sarana dan Prasarana |
S B Produksi '
2121 1|{3]4]1]| Belanja modal dam/bendungan
212)1]3]4]|2]| Belanja modal irigasi
212]1]3{4}3]| Belanja modal sumur : sumur bor
212|1(3]|4]|4]| Belanja modal bangunan gedung pertanian
212 1|3]4] 5] Belanja modal peralatan pertanian
2|1211)315 Belanja modal sarana dan prasarana perekonomian
2121 1]3|5]| 1| Belanjamodal pasar desa
212 1|3]5]2] belanja modal kios desa
Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana
ZE2L 44316 ;
sosial/keagamaan ;
2(2(1]3]6(1]| Belanja modal pembangunan tempat ibadah y
i = | Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana - .
212111317 | pendidikan
2|12]1{317}1 Belanja modal gedung untuk kegiatan pendldnkan et et St e
22| 1]3]7|2| Belanja modal bahan ajar pendidikan IR, Ao BoTs 08
212(113]17|3] Belanja modal peralatan pendidikan Bl : o SV
2121113 Belanja modal pembangunan sarana dan prasarana
i 4 & 5 forsaoncall X
2132 ’___ S | | Belanja modal bangunan untuk kegiatan kesehatan i
2012(1)3 Belanja modal bahan kesehatan
71 i 0 81 e Belanja modal peralatan kesehatan
ol i BIDANG PEMBINAAN KEMASYRAKATAN
2 ‘3 _'_ il _Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban | kT
213112 | ‘Belanja Barang dan Jasa
b e P PR - 2 Lo = - TS — i i il e i St
2132 A Kegmtan .......................
o o L 2o,
24 ' BIDANG PEMBERDAYAAN MASARAKAT
2]4]1 ; Keg1atan Pelatihan Kepala Desa dan Perangka' < 7
2141112 Belanja Barang i B LTI | DR L e J
2 4 27 N : ‘ul(_e_“g]atan __ ................. : \ _:_j = m
25| [, | | | BIDANG TAK TERDUGA T B
205111 | Keglamn Kejadian Luar Blasa
2(s5p12) _Belanja Barang dan Jasa . N
2[5 2 ; VKeglatan ! siraasseipas _ i
JUMLAH BELANJA
B SURPLUS / DEFISIT wa
3t | | PEMBIAYAAN
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HMEINE Pencairan Dana Cadangan
RN Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan
JUMLAH




2 3 4 J

Pengeluaran Pembiayaan
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Lampiran II Peraturan Desa

Nomor

Tentang : Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran ......

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

| TAHUN N | TAHUNN-1 |
URAIAN (Tahun Periode | ( Tahun §
Pelaporan) q Sebelumnya)
1. ASET DESA ‘ 3 ?
A. ASET LANCAR | :
1. Kas Desa : : !
a. Uang kas di Bendahara Desa
i b. Rekening Kas Desa
2. Piutang |
a. Piutang Sewa Tanah '
b. Piutang Sewa Gedung

3. Persediaan
i a. Kertas Segel
b. Materai

JUMIAR ASETIANGAR

B. ASET TIDAK LANCAR
l 1. Investasi Permanen
, -Penyertaan Modal Pemerintah
} Desa
: 2. Aset Tetap
- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan bangunan - Jalan,
Jaringan dan Instalasi - dst.......
3. Dana Cadangan
- Dana Cadangan
4. Aset tidak lancar Lainnya

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR e -~ 1
JUMLAH ASET  (A+B) S | |

II.KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Sty 5
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK M ST S e

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(1-11) |

e L S = =h s S el e 1

Tanda Tangan
( NAMA)



Penjelasan tabel:

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli
desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa atau.perolehan hak lainnya yang sah.

2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di
Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.

3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola
kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung vang diharapkan
akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak
ditetapkannya kerjasama tersebut.

4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa
yang dinilai dengan uang baik beruipa uang kertas maupun surat
berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai,
deposito, giro.

S. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan
aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung
dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.

6. Dana cadangan adalah dana vang disisikan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat
dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh
Pemerintah.

8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah
desa.

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan
tidak dibuka peluang untuk pinjaman.
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Lampiran 11l Peraturan Desa 3
Nomor . \
‘! Tentang : ‘?‘m,gram Sektoral dan Program
{ ~ Daerah yang masuk Ke Desa |
PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA
Tanggal § e
Desa R
Kecamatan
Kabupaten
Jenis Lokasi ! Rincian | , - 1‘ Sumber Jumlah |
Re: Kegiatan Kegiatan | Kegiatan ] b | s Dana (Rp) |
| |
| ; |
1 | |
B i
Sub Total Jenis Kegiatan (1) Rp. ?
'l |
| |
| |
' !
e | |
Sub Total Jenis Kegiatan (2) “Rp. |
1
| ‘.
!
. . | |
Sub Total Jenis Kegiatan (3) 1 Rp.
s 1
‘ [ |
!L | |
. Sub Total (4) BT
_Total (1s/d 4) | Rp. |
. [ r k- U B e
Kepala Desa



